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BUPATI SITUBONDO
- PROVINSI JAWA TIMUR |

PERATURAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 51 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2019

Menimbang : a.
b.
Mengingat ;1.

BUPATI SITUBONDO,

bahwa pcdoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran
2019 scbagaimana ditctapkan dalam Peraturan Bupati
Situbondo Nomor 51 Tahun 2018, belum mengakomodir
semua kebutuhan Pemecrintah Kabupatcn Situbondo
dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Bclanja
Dacrah Kabupatcen Situbondo Tahun 2019 schingga perlu
diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada hurufl a, dipandang perlu menctapkan Peraturan
Bupati Situbondo tentang Pcrubahan atas Peraturan
Bupati Situbondo Nomor 51 Tahun 2018 tentang
Pedorman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2019;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembcentukan  Daerah-daerah Kabupaten dalam
lingkungan  Propinsi Jawa Timur (Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita
Negara Republik Indoncsia Tahun 1950 Nomor 41)
scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

Undang -Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 44,
Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3688};

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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17.
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Dacrah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoncsia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 ‘Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 ({Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang
Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan
Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38};

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pcmerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (lLLembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyeclenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, dan
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59); |

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 604 1);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah bebcrapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan
Gedung Negara;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Peraturan Mentcri Kcuangan Nomor 32/PMK.02/2018
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
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Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 701};

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku
Pengadaan Barang/Jasa;

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008
Nomor 13};

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun
2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJP) Kabupaten Situbondo Tahun = 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012
Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mencngah
Daerah  Kabupaten  Situbondo Tahun  2016-2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016
Nomor 8);

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 22 Tahun 2016
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pclaporan, serta
Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan
Sosial, Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan
Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran
Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 23) sebagaimana
telah diubah dengan Pcraturan Bupati Situbondo Nomor
47 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo
Tahun 2018 Nomor 47};

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 38 Tahun 2018
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten
Situbondo tahun 2019 Nomor 38);

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 51 Tahun 2018
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran
2019.



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 51 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2019,

Pasal 1

Ketentuan yang tercantum dalam Bab III Penatausahaan
Keuangan Daerah Lampiran Peraturan Bupati Situbondo
Nomor 51 Tahun 2018 teniang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun Anggaran 2019, diubah secbagaimana
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap  orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditctapkan di Situbondo
Pada tanggal 22 FEB 2019

BUPATI SITUBONDO,

T ===

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo

Pada tanggal

22 FEB 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

L 4
SYAIFULL

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2019 NOMOR 4.




LAMPIRAN Peraturan i§ fdtl Situbondo

Nomer. FEB 2015%19

Nomor : _ Tahu

BAB III
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

A. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Kcuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 sebagaimana tclah diubah terakhir dengan Pceraturan
Mcnteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Peraturan Mcenteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dan Peraturan
Bupati Situbonde Nomor 38 Tahun 2009 tentang Sistem dan Proscdur
Pengelolaan Kecuangan Dacrah., Pemegang  kckuasaan  pengelolaan
keuangan daerah adalah Bupati sclaku Kepala Dacrah dan mewakili
pcmerintah  dacrah  dalam  kepemilikan  kckayaan dacrah  yang
dipisahkan. Dalam pclaksanaan pengcelolaan kcuangan dacrah Bupati
mclimpahkan scbagian atau scluruh kckuasaannya kepada :
1) Sckretaris Dacerah sclaku koordinator pengelola kcuangan dacrah
2) Kcpala SKPKD selaku PPKD
3} Kepala SKPD selaku Pcjabat Anggaran/Pengguna Barang

1. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah
Sckretaris Daerah sclaku koordinator pengelola kcuangan dacrah
berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu kcpala
dacrah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan
keuangan dacrah.

Selaku koordinator pengelolaan kcuangan dacrah mempunyai tugas
koordinasi di bidang :
Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengeclolaan APB1
Pcnyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang
dacrah
Penyusunan rancangan APBD dan rancangan pcrubahan APBD
d. Pcnyusunan Raperda  APRBD, pcrubahan  APBD, dan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD n




C.

f.

Tugas-tugas pejabat perencana  daerah, PPKID  danpcjabat

pengawas kcuangan dacrah
Penyusunan laporan keuangan dacrah dalaam raangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Sclain mempunyai tugas koordinasi sckretaris daerah mempunyai

tugas scbagai berikut

a.
b.

~
.

Memimpin TAPD;

Mecnyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;

Mcnyiapkan pedoman pengclolaan barang dacrah;

Mcmberikan perscetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
Mclaksanakan tugas-tugas koordinasi pcngclolaan kcuangan
dacrah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan olch kcpala

dacrah.

Kepala SKPKD selaku PPKD

Kepala SKPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengclola Kcuangan

Dacrah. Satuan kerja yang mcmiliki tugas dan fungsi dalam

pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini adalah Kepala Badan

Pcndapatari Pengelolaan Kcuangan dan Ascl Dacrah (BPPKAD)
sclaku PPKD. Jadi BPPKAD scbagai SKPD juga scbagai SKPKD

sclaku PPKD yang mempunyai tugas :

a.

menyusun dan melaksanakan kcbijakan pengcelolaan kcuangan

" dacrah;

menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
mclaksanakan pemungutan pendapatan dacrah yahg telah
ditetapkan Peraturan Daerah;

melaksanakan fungsi BUD;

menyusun  laporan  kcuangan  daerah  dalam  rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

mclaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang

dilimpahkan oleh kepala dacrah.
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PPKD dalam melaksanakan fungsi BUD mempunyai tugas :

menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
mengesahkan DPA-SKPD/DPA-SKPKI3;

meclakukan pengendalian pelaksanaan APIBD;

memberikan petunjuk tcknis pelaksanaan system pencrimaan
dan pcngeluaran kas daerah,;

melaksanakan pemungutan pajak daerah;

menetapkan SPD;

mcnyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman
atas nama pemecerintah dacrah;

melaksanakan sistem akuntansi dan pclaporan kecuangan
dacrah;

mchyajikan informasi kcuangan dacrah; dan

melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan  serta

penghapusan barang milik dacrah.

PPKD sclaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja

pengelola keuangan dacrah sclaku Kuasa BUD yang ditctapkan

dengan kcputusan kepala dacrah. Adapun tugas dari Kuasa BUD

adalah :

a. mcnyiapkan SPD;

b. mencrbitkan SP2D;

c. menyimpan scluruh bukti asli kepemilikan kckayaan dacrah;

d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD olch
bank dan / atau lefnbaga keuangan lainﬁya yang ditunjuk;

¢. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam
pelaksanaan APBD; | '

. menyimpan uang daerah;

g. meclaksanakan penempatan uang dacrah dan mengelola /[
mcnatausahakan investasi dacrah;

h. meclakukan pembayaran  berdasarkan permintaan  pcejabat
pengguna anggaran atas beban rckening kas umum daerah;

1. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemcrintah
dacrah; |

j. melakukan pengcelolaan utang dan piutang daerah;

k. melakukan penagihan piutang dacrah;
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Sclain pelimpahan tugas dalam melaksanakan fungsi BUD kepada
Kuasa BUD, PPKD dapal melimpahkan kepada pcjabat lainnya di
lingkungan SKPKD untuk melaksanakan tugas-tugas : |
a. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
b. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
mclaksanakan pemungutan pajak daerah;
d. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pcmberian jaminan atas
nama pemerintah daerah;
¢. meclaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan kcuangan dacrah
f. menyajikan informasi kcuangan dacrah;
g. mclaksanakan kcbijakan dan pedoman pengelolaan scrta

pcnghapusan barang milik dacrah.

Pelimpahan tugas sebagaimana tcerscbut diatas diberikan kepada :

a. Kuasa PPKID dalam pcnyusunari rancangan AP dan rancangan
Perubahan APBD kepada Kepala Bidang Anggaran;

b. Kuasa PPKD dalam pelaksanaan pcmungutan pajak dan
rctribusi dacrah kepada Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan
Pajak dan Retribusi Dacrah;

¢. Kuasa PPKD dalam pclaksanaan pcmungutan pajak dan retribusi
dacrah kepada Kepala Bidang Pcnagihan, Kcberatan dan
Penyuluhan Pajak dan Retribusi Dacrah;

d. Kuasa PPKD dalam pclaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan
kcuangan dacrah kepada Kepala Bidang Akuntansi;

¢. Kuasa PPKD dalam pelaksanaan kebijakan dan pedoman
pengelolaan  serta penghapusan barang milik dacrah kepada

Kepala Bidang Asct.

Kepala SKPD selaku Pejabat Anggaran/Pengguna Barang

Kepala SKPD sclaku pejabai pengguna anggaran/pcngguna barang

mempunyai tugas :

a. Mcnyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD;

b. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD;

c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja;

d. Melaksanakan Anggaran SKPD yang dipimpinnya,;
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Meclakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pembayaran;

Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain

dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

Menandatangani SPM ;

Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD

yang dipimpinnya;

Mengelola barang milik dacrah/kckayaan dacrah yang menjadi

tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

Mecnyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang

dipimpinnya;

Mcngawasi pclaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

. Menctapkan Perencanaan Pengadaan;

Mcnetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan

(RUP);

Mclaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;

. Menctapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi Ulang

Gagal;

Menctapkan Pejabat Pembuat Komitmen;

Menctapkan Pejabat Pengadaan;

Menctapkan Pcjabat Pemeriksa Hasil Pckerjaan (P°).PHP)/Panitia

Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP);

Mecnetapkan Penyclenggara Swakelola;

Mcnctapkan Tim Teknis;

Menctapkan tim juri/tim ahli untuk pclaksanaan melalui

Sayembara / Kontes;

Mecnyatakan menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal;

Menctapkan pemenang pcmilihan/penyedia  untuk  metode

pcmilihan :

1) Tender/Penunjukan Langsung/E-purchasing un-ltuk paket
Pengadaan Barang/Pckerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp.

- 100.000.000.000,00 (scratus miliar rupiah)

2) Seleksi/Pcnunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa

Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas

Rp.10.000.000.000,00 (scpuluh miliar rupiah).
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v. Melaksanakan tugas-tugas pecngguna anggaran/pengguna barang

lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala
dacrah.
w. Bertanggung atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala dacrah

melalui sekretaris daerah.

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang

Pcjabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan

tugas-tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya

kepada kepala unit kerja pada SKPD sclaku kuasa pengguna

anggaran/kuasa pengguna barang. Pclimpahan schagian

kewenangan dalam hal ;-

a. meclakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja;

b. meclaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;

c. mclakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pcmbayaran;

d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain
dalam batas anggaran yang tclah ditetapkan;

¢. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;

[.  mengawasi pclaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya

g. mclaksanakan tugas-tugas kuasa pcngguna anggaran lainnya
berdasarkan kuasa yang dilimpahkan olech pejabat pengguna

anggaran

Tugas-tugas scbagaimana diatas merupakan kcwenangan dalam
pengelolaan kcuangan yang dilimpahkan oleh pengguna anggaran
kepada kuasa pengguna anggaran.

Sclain  pclimpahan kewcnangan dalam pengelolaan kcuangan,
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentlang
Pengadaan Barang/Jasa Pemcrintah khususnya pada pasal 10
bahwa kuasa pengguna anggaran dapat melaksanakan kewcenangan
scsual dengan pelimpahan dari pengguna anggaran scbagai pclaku
pengadaan barang dan jasa. Penunjukan kuasa pengguna anggaran
ditctapkan olch kecpala dacrah atas usul SKPD. Pclimpahan yang

akan dibcrikan olch pengguna anggaran kepada kuasa pengguna

anggaran ditctapkan oleh kepala SKPD.
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B. Pejabat Pengelola Keuangan SKPD

Pcjabal pengelola keuangan pada SKPD terdiri dari :

1.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Pejabat Pclaksana Tcknis Kegiatan adalah pejabat pada unit kerja

SKPID yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu

program sesuai dengan bidang tugasnya. Adapun tugas PPTK adalah

scbagal berikut :

a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

b. Mclaporkan pelaksanaan kegiatan;

¢. Mcenyiapkan dokumen anggaran atas bcban pengeluaran
pclaksanaan kegiatan.

Pegjabat Pelaksana Tcknis Kegiatan dapat dibantu olch staf pelaksana

PPTK untuk mclaksanakan tugas-tugasnya.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK- SKPD)

Pcjabat Penatausahaan Kcuangan SKPD (PPK- SKPD) adalah pcjabat

yang mclaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD, dan

mempunyail tugas scbagai berikut :

a. Mencliti kclengkapan SPP-LS pcengadaan barang dan jasa yang
disampaikan olch bendahara pengeluaran dan  diketahui/
disctujui olch Pejabat Pelaksana Tcknis Kegiatan;

b. Mecneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji
dan tunjangan PNS scria penghasilan lainnya yang ditetapkan
scsuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan

olch bendahara pengeluaran;

¢. Mclakukan verfikasi SPM;

d. Mcnyiapkan SPM;‘

¢. Meclakukan verifikasi harian atau pencrimaan,
[. Mclaksanakan akuntansi SKPD;

g. Mecnyilapkan laporan kcuangan SKPD.

PPK-SKPD tidak bolch mcrangkap sebagai pejabat yang bertugas
melakukan pemungulan penerimaan /negara, bendahara dan / atau
PPTK. PPK-SKPD dapat dibantu oleh pembantu PPK-SKPD untuk

mclaksanakan tugas-tugasnya.
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3. Bendahara Penerimaan.dan Bendahara Pengeluaran

Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
untuk mecnerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang pendapalan daerah dalam rangka
pclaksanaan APBD pada SKPD. Bendahara penerimaan dapat
dibantu olech bendahara penerimaan pembantu atas pertimbangan
kondisi geografis wajib pajak dan/atau wajib retribusi tidak mungkin
membayar kewajibannya sccara langsung pada badan/lembaga
kcuangan yang bertugas meclaksanakan scbagian tugas dan [ungsi
bendahara penerimaan.

Bendahara pengeluaran adalah pejabal fungsional yang untuk
menerima, menyimpan, membayarkan, mcnatausahakan dan
mempertanggung jawabkan uang keperluan belanja dacrah dalam
rangka pclaksanaan APBD pada SKPD

Bendahara pengeluaran dapal dibantu  bendahara pengeluaran
pembantu berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran
SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi,
kompelensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objcktif

lainnya.

4. Pejabat Pembuat Komitmen
Pcjabal pembual komitmen adalah pejabatl yang bertanggungjawab
alas pelaksanaan barang dan jasa yang ditctapkan olch Pengguna
Anggaran/Kuasa I’engguné. Anggaran. Persyaratan untuk ditctapkan
Pejabatl Pembuat Komitmen yaitu :
a. Mecemiliki integritas dan disiplin;
b. Mcnandatangani Pakla Integritas;
c. Memiliki Sertifikat Kompctensi sesuai dengan bidang tugas PPK;
d. Berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (81} atau

sclara;

¢. Memiliki kemampuan manajerial level 3 sesuail dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pejabat Pembuatl Komitmen tidak bolch dirangkap oleh :
a. Pegjabal Penandatangan Surat Perintah Mcmbayar (PPSPM) atau

Bendahara;
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b. Pejabat Pengadaan atau Pokja Pemilihan untuk paket Pengadaan

Barang/Jasa yang sama,;

c. PjPHP/PPHP untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama.

Pengecualian Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen :

a.

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c
diatas tidak terpenuhi maka Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar
dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2023;

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf d
diatas tidak terpenuh, maka persyaratan Sarjana Strata Satu (S1)
dapat diganti dengan paling rendah golongan IlI/a atau
disetarakan dengan golongan Ili/a;

Persyaratan penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dapat
ditambahkan dengan memiliki latar belakang keilmuan dan
pengalaman yang sesuai dengan tuntutan teknis pekerjaan;
Dalam hal tidak terdapat pegawai yang memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud diatas, maka Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran dapat merangkap sebagai PPK;

Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asct
Daerah, dimana Kepala BPPKAD sebagai Kepala SKPD dan
Kepala SKPKD selaku PPKD yang menjalankan fungsi sebagai
Bendahara Umum Daerah serta didalamnya terdapat Kuasa
BUD, jika tidak terdapat pegawai yang memenuhi persyaratan
sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, maka dapat menunjuk KPA
selaku pelaku pengadaan barang dan jasa yang ditetapkan oleh

kepala daerah.

5. Pejabat Pengadaan

Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi / pejabat fungsional

/personil yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung,

Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing. Untuk ditetapkan

sebagai Pejabat Pengadaan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Merupakan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau Aparatur Sipil

Negara/TNI/Polri/personel lainnya yang memiliki Sertifikat

Kompetensi okupasi Pejabat Pengadaan;

b. Memiliki integritas dan disiplin;

C.

Menandatangani Pakta Integritas.
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Pengangkatan dan pemberhentian pcjabat pengadaan tidak terikat

tahun anggaran dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pejabat Pengadaan tidak boleh merangkap sebagai :

a. Pejabal Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau
Bendahara; atau

b. Pj. Pencrima Hasil Pekerjaan (Pj.PHP) untuk paket Pengadaan

Barang/Jasa yang sama.

6. Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (Pj.PHP/PPHP)
Pejabat Pemeriksa Hasil Pckerjaan yang sclanjutnya disingkat PjPHP
adalah pejabat administrasi/pejabal  fungsional/personel  yang
bertugas memecriksa administrasi hasil pckerjaan  Pengadaan
Barang/Jasa.
Panitia Pcmeriksa Hasil Pekerjaan yang sclanjutnya disingkat PPHP
adalah tim yang bertugas mcmeriksa administrasi hasil pekerjaan
Pengadaan Barang/Jasa.
Pengangkalan dan pemberhentian PjPHP/PPHP tidak terikat tahun
anggaran dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Untuk dapat ditctapkan sebagai PJPHP/PPHP harus memenuhi syarat
scbagai berikut :
a. memiliki integritas dan disiplin;
b. mcmiliki pengalaman di bidang Pengadaan Barang/Jasa;

memahami administrasi proscs pengadaan barang/jasa; dan

d. menandatangani Pakta Integritas.

PjPHP/PPHP tidak boleh dirangkap oleh Pcjabat Penandatangan Surat
Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara

C. Pertanggungjawaban dan Penetapan Pelaksanaan Tugas Pejabat
Pengelola Keuangan
Dalam memclaksanakan tugasnya pejabal pengclolaan kecuangan dacrah
mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya scbagai berikut :
a. Seckrctaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan dacrah
mempertanggungjawabkan atas pclaksanaan tugasnya kepada

kepala dacrah;
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Kepala SKPKD yaitu Kepala BPPKD sclaku PPKD
mempcertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugasnya kepada
kepala dacrah melalui Sekretaris Dacrah;

Kuasa Bendahara Umum Daerah mempertanggungjawabkan atas
pelaksanaan tugasnya kepada Bendahara Umum Dacrah;

Kuasa PPKD mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugasnya
kepada PPKD;

Pengguna Anggaran / Pengguna Barang mecmpertanggung- jawabkan
atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala dacrah melalul Sekretaris
Dacrah;

Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
mcmpertanggungjawabkan atas pclaksanaan tugasnya kcepada
Pengguna Anggaran / Pengguna Barang;

I’cjabat Pelaksana Tcknis Kegiatan memperlanggungjawabkan atas
pclaksanaan tugasnya kepada [Pengguna Anggaran/Pcngguna
Barang;

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD
sclaku BUD;

Pcjabat pcngadaan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya
kepada Pengguna Anggaran;

Pcjabat  Pemeriksa Hasil Pckerjaan/Panitia Pemeriksa Hasil
Pckerjaan  bertanggungjawab atas pclaksanaan tugasnya kcepada

Pengguna Anggaran.

Pcnctapan pelaksanaan tugas Pecjabat Pengelola Kcuangan Dacrah

adalah scbagai berikut :

1.

Sckretaris Dacrah, Kepala SKPKD, Kuasa BUD, Kuasa PPKD,
Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, ditctapkan olch Kepala
Dacrah;

Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, ditetapkan oleh Kepala
Dacrah atas usul Kepala SKPD;

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabal Penatausahaan
Kcuangan SKPD, Pcjabat Pembual Komitmen, Pcjabat Pengadaan,
Pejabat /Panitia Pemeriksa lasil Pekerjaan (P).PHB/PPHP ditctapkan

olch Pengguna Anggaran/Kuasa Pcngguna Anggaran.
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D. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah
D.1. Bendahara Penerimaan SKPD
D.1.1. Penatausahaan Bendahara Penerimaan SKPD
Bendahara  penerimaan SKPD  menerima  pembayaran
sejumlah uang yang tertcra pada Surat Ketetapan Pajak
(SKP) dacrah dan/atau Surat Ketetapan Retribusi (SKR)
dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKP/SKR
dari wajib pajak dan/atau wajib rctribusi dan/atau pihak
kctiga yang berada dalam pengurusannya. Bendahara
pencrimaan SKPD mempunyai kewajiban untuk melakukan

pemeriksaaan kesesuaian antara jumlah uang dengan jumlah

yang lclah ditctap Bendahara penerimaan SKPD
kemudian mcmbuat Surat Tanda Bukti

Pembayaran/bukti lain yang sah untuk diberikan kcpada
wajib pajak/wajib retribusi.

Format dokumen Surat Kctetapan Pajak (SKP) dacrah dan
Surat Ketctapan Rctribusi (SKR) dibuat scsuai dengan

ketentuan peraturan perundangan yang berlaku

D.1.2. Pembukuan Bendahara Penerimaan
Pembukuan pendapatan  oleh  bendahara  pencrimaan
mcnggunakan Buku Pencrimaan dan Penyctoran Bendahara
Penerimaan.  Bendahara pencerimaan SKPD mcelakukan
pcncataltan pendapalan  sclambat-lambatnya 1 x 24 jam
setclah uang masuk ke rekening kas umum daerah
Dalam  mclakukan pembukuan  tersecbut, bendahara
pencrimaan  menggunakan  dokumcen-dokumcn  tericntlu
scbagal dasar pencatatan antara lain:
1) Suratl Tanda Bukti Pembayaran;
2) Notla Kredit,
3) Bukti Penerimaan Yang Sah; dan
4) Surat Tanda Seloran.
Sctiap penerimaan yang diterima SKPD ditransaksikan ke
rckening bendahara pencrimaan atau jika tidak terdapat
bendahara penerimaan  pada  SKPD, maka penerimaan

Lersebut langsung ditransaksikan melalui kas umum dacrah

n .
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paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya dengan
menggunakan formulir Surat Tanda Sctoran (STS).

Daftar STS yang dibuat olch bendahara penerimaan
didokumentasikan dalam Register STS.

Format Surat Tanda Sctoran (STS) sebagaimana tercanium
pada lampiran peraturan ini.

Penerimaan yang ada pada rekening bendahara
penerimaan SKPD akan dipindahbukukan ke rekening kas
dacrah olch Bank Jatim Cabang Situbondo sctiap han kerja
schingga rckening bendahara pencrimaan tersebut bersaldo
nihil.

Proscdur pembukuan bendahara penerimaan, antara lain:
a. Pembukuan atas pendapatan dibayar tunai
Proscs pencatatan  yang dilakukan dimulai  dari
saal bcendahara pencrimaan mencerima  pembayaran
tunai dari wajib pajak atau wajib retribusi dan
penyetor rincian obyck pendapatan sclain pajak dan
rctribusi. Apabila pcmbayaran menggunakan cck/giro,
maka pecncatatan dilakukan ketika  cek  terscbut
divangkan bukan pada saat cck tersebul diterima.
Sclanjulnya pencatatan dilakukan pada saal bendahara
penerimaan menyctorkan pendapatan yang diterimanya
kc rckening bendahara pencrimaan atau rckening kas
umum dacrah. Pembukuan sceara tunai ini
diperkenankan untuk transaksi di bawah batasan
minimum kebijakan non tunai Pecmecrintah Kabupaten

Situbondo. Pencatatan dilakukan pada Buku

Penerimaan dan Pcnyctoran Bendahara.

Langkah-langkah pembukuan pada saat penerimaan

tunai adalah scbagai berikut:

a) Berdasarkan bukti penerimaan/bukti lain yang sah,
bendahara mengisi buku penerimaan pada modul
pendapatan.

b} Menambahkan jenis transaksi penerimaan
pendapatan, input penerimaan pendapatan. Mengisi

tanggal transaksi, uraian, cara pcmbayaran, nomor

\
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bukti, status pendapatan. Sclain itu mengisi data
pembayar sebagai informasi tambahan.

¢) Bendahara mengidentifikasi jenis dan kode rckening
pendapatan.

d) Bendahara mencatat nilai transaksi pada kolom

jumlah.

Langkah-langkah pembukuan saat penyetoran tunai

adalah sebagai berikut:

a) Bendahara membuat Surat Tanda Sctoran (STS) dan
melakukan penyctoran pendapatan yang diterimanya
ke rekening bendahara pencrimaan atau rekening kas
umum dacrah.

b) Bendahara mecencatat penyctoran ke  rekening
bendahara atau rekening kas umum dacrah pada
modul pendapatan, transaksi buku kas umum, jcnis
transaksi pcnyctoran pendapatan. Mengisi tanggal
transaksi, uraian, nomor bukti, rckening tujuan, cara
penyclorar.

¢} Bendahara mcmilih daftar penerimaan pendapatan
yang scbelumnya telah dibuat.

d) Seclanjutnya bendahara menyclor uang pendapatan ke
rckening bank bendahara pencrimaan atau rckening
kas umum daerah,

c) Sectelah sectoran pendapatan divalidasi oleh bank,
bendahara menycrahkan bukti sctor pendapatan ke
BUD c¢.q Bidang Perbendaharaan.

Langkah-langkah di atas secara otomatis melakukan

pcncatatan pada buku kas umum pendapatan, buku

pcnerimaan dan penyctoran  bendahara penerimaan,

laporan register STS.

Pembukuan Atas Pendapatan Dibayar Melalui Rekening
Bendahara Penerimaan

Wajib pajak/wajib retribusi dapat melakukan
pembayaran melalui rekening bendahara penerimaan.

Dalam kondisi tersebut, pcncatatan  dilakukan  saat
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bendahara penerimaan menerima informasi dari wajib

pajak/wajib retribusi/bank mengenai adanya penerimaan

pendapatan pada rekening bendahara penerimaan hingga
penyetorannya.

Pencatatan dilakukan pada buku penerimaan dan

penyetoran bendahara.

Langkah-langkah dalam membukukan penerimaan yang

diterima di rckening bank bendahara penerimaan adalah

scbhagai berikut:

a) Bendahara menerima pemberitahuan  dari  wajib
pajak/wajib rcetribusi/bank (pemberitahuan
tergantung dari mekanisme yang digunakan) mengenai
adanya penerimaan di rckening bendahara
pencrimaan.

b) Berdasarkan informasi terscbut (bisa berupa slip
sctoran atau bukti lain yang sah), bendahara
melakukan verifikast dan rekonsiliasi atas pencrimaan
terscbut.

¢) Sctelah melakukan verifikasi dan mengetahui asal
pcencrimaan, bendahara mengisi buku pencrimaan
pada modul pendapatan.

d) Menambahkan jenis transaksi pencrimaan
pendapatan, inpul pencrimaan pendapatan. Mengisi
tanggal transaksi, uraian, cara pembayaran, nomor
bukti, status pcndapatan. Selain ilu mengisi data
pembayar scbagai informasi tambahan.

e¢) Bendahara mengidentifikasi jenis dan kode rekening
pendapatan.

f) Bendahara mencatat nilai transaksi pada kolom

jumlah.

Langkah-langkah dalam membukukan penyctoran ke
rekening kas umum daerah atas penerimaan pendapatan
melalui rekening bank bendahara pencrimaan adalah
sebagai berikut:

1) Bendahara membuat Surat Tanda Sctoran (STS) dan

mclakukan penyctoran pendapatan yang diterimanya

8
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dengan cara transfer atau pemindahbukuan secara
olomatis melalui  rekening bank  bendahara
penerimaan ke rekening kas umum dacrah

2) Bendahara mencatat penyetoran ke  rekcning
bendahara atau rekening kas umum daerah pada
modul pendapatan, transaksi buku kas umum, jenis
transaksi penyctoran pendapatan. Mengisi tanggal
transaksi, uraian, nomor bukti, rekening tujuan, cara
?enyetoran.

3) Bendahara memilih daftar penerimaan pendapatan

yang scbelumnya telah dibuat.

Langkah-langkah di alas sccara otomatis melakukan
pencatatan pada buku kas umum pendapatan, buku
pencrimaan dan penyctoran  bendahara penerimaan,

laporan register STS

c. Pembukuan Atas Pendapatan Dibayar Melalui Rekening

Kas Umum Daerah '

Wajib pajak/wajib retribusi dapat melakukan pembayaran

sccara langsung melalui rekening kas umum daerah.

Pencatatan  dilakukan saat  bendahara  penerimaan

menerima  informasi  dari BUD  mcengenai  adanya

pencrimaan pendapatan pada rekening kas umum dacrah.

Pencatatan dilakukan pada buku penerimaan dan

penyctoran bendahara pencrimaan.

Langkah-langkah dalam membukukan penerimaan yang

diterima langsung di rekening Kas Umum Dacrah adalah

scbagai berikut:

a) Bendahara menerima slip setoran/bukti lain yang
sah dari wajib pajak/retribusi atas pembayaran yang
mcreka lakukan ke kas umum dacrah.

b) Berdasarkan slip setoran/bukt lainnya,
bendahara mengist buku kas umum pendapatan
pada modul pendapatan.

¢) Bendahara menambahkan jenis transaksi penerimaan

pendapatan, input pcenerimaan pendapatan. Mcengisi
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tanggal transaksi, uraian, cara pcmbayaran, nomor
bukti, status pendapatan. Seclain itu mengisi data
pembayar sebagai informasi tambahan.

d) Bendahara mengidentifikasi jenis dan kode rekening
pendapatan.

¢} Bendahara mencatat nilai transaksi pada kolom
jumlah.

) Bendahara membukukan penyetoran pendapatan.
Dengan menambahkan jenis transakst penyeloran
pendapatan. Mcengisi tanggal transaksi, uraian, nomor
bukili, rckening tujuan, cara penycloran.

g} Bendahara memilih transaksi penerimaan pendapatan

yang scbelumnya telah dibuat.

D.1.3. Pertanggﬁngjawaban dan Penyampaiannya
1. Pertanggungjawaban Administratif

Bendahara penerimaan SKPD  wajib  mempertanggung
jawabkan pengelolaan uang yang mcnjadi
tanggungjawabnya sccara administratil kepada Pengguna
Anggaran meclalui PPK SKPD paling lambat pada tanggal
10 bulan berikutnya.
Laporan pertanggungjawaban (LPJ) bendahara
penerimaan merupakan penggabungan dcngan LPJ
bendahara penerimaan pembaniu dan memuai informasi
tenlang rckapitulasi pencrimaan, penycloran dan saldo
kas yang ada di bendahara. LPJ tersebul dilampiri
dengan :

1) Buku Kas Umum, Buku Penerimaan SKPD, Buku
Rekapitulasi Pencrimaan Harian, yang telah ditutup
pada akhir bulan berkenaan;

2) Register TBP dan rcgistcer STS;

3) Bukti penerimaan yang sah dan lengkap;

4) Pcrtanggungjawaban bendahara pencrimaan

pcmbantu.
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Langkah-langkah penyusunan dan penyampalan
pertanggung-jawaban  bendahara  penerimaan  SKPD
adalah sebagai berikut:

a. Bendahara penerimaan  menerima pei‘tanggung-
jawaban yang dibuat olch bendahara penerimaan
pcembantu paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

b. Bendahara penerimaan melakukan verifikasi, cvaluasi
dan analisis kebenaran pertanggungjawaban yang
disampaikan olch bendahara pencrimaan pembantu.

¢. Bendahara pcnerimaan menggunakan data
pertanggungjawaban bendahara penerimaan
pembantu  yang tclah diverifikasi dalam proscs
pcmbuatan laporan pertanggungjawaban bendahara
penerimaan  yang merupakan  gabungan  dengan
laporan pertanggungjawaban bendahara pembantu.

d. Bendahara pcnerimaan mcmberikan Laporan
Pertanggungjawaban  kepada PA mclalui PPK SKPD

¢. Atlas Pertanggungjawaban yang disampaikan olch
bendahara pencrimaan, maka PPK SKPD akan
meclakukan verifikasi kebenaran terhadap
Laporan Pertanggung-jawaban terscbut. Bendahara
dapat menyempurnakan laporannya apabila terdapat
masukan dari PPK SKPD kectika mclakukan verifikasi
atas pertanggungjawaban administratif,

[. Apabila disetujui, maka Pengguna Anggaran akan
menandatangani Laporan Pertanggungjawaban
(administratif) scbagai bentuk pengesahan.

Pertanggungjawaban administratif pada bulan terakhir

tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja

terakhir bulan tersebut.

Pertanggungjawaban Fungsional

Bendahara pencrimaan SKPD  juga menyampaikan
pertanggungjawaban sccara fungsional kepada PPKD
paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya

menggunakan  format LPJ yang sama dengan
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pertanggungjawaban administratif. LPJ fungsional ini

dilampiri dengan : | _

a. Buku Kas Umum, Buku Penerimaan SKPD, Buku
Rekapitulasi Penerimaan Harian, yang telah ditutup
pada akhir bulan berkenaan.

b. Register TBP dan |STS.

c. Pertanggungjawaban bendahara penerimaan

pembantu.

Langkah-langkah pcnyusunan dan penyampaian
pcrtanggun—jawaban' bendahara pencrimaan SKPD adalah
scbagai berikut:

a. Bendahara  penerimaan  mencrima  pertanggung
jawaban yang dibuat olch bendahara penerimaan
pcmbantu paling lambal tanggal 5 bulan berikutnya.

b. Bendahara penerimaan melakukan verilikasi, cvaluasi
dan analisis kebenaran pertanggungjawaban yang
disampaikan olch bendahara pencrimaan pembantu.

c. Bendahara pencrimaan mcnggunakan data
pertanggungjawaban bendahara pencrimaan
pcmbantu  yang tclah diverifikasi dalam proscs
pcmbuatan laporan pertanggungjawaban bendahara
penerimaan  yang mcrupakan gabungan dengan
laporan pertanggungjawaban.

d. Bendahara  dapat menyempurnakan laporannya

apabila terdapat masukan dari PPK SKPD kctika

mclakukan  verifikasi  atas  pertanggungjawaban
administratif.

e. Bcendahara penerimaan menyerahkan 1
(satu} lembar laporan pertanggungjawaban

kepada PPKD $cbagai bentuk pertanggungjawaban

fungsional paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
[. PPKD kcmudian melakukan verifikasi, cvaluasi dan

analisis dalam rangka rckonsiliasi pcndapatah.
Pertanggungjawaban fungsional pada bulan tcrakhir
tahun anggaran disampaikan paling lambatl hari kcrja

terakhir bulan terscbut.
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D.2. Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD
D.2.1. Penatausahaan Bendahara Penerimaan SKPD

Bendahara penerimaan pembantu SKPD menerima
pembayaran sejumlah wang yang  tertcra pada Surat
Ketetapan Pajak ({SKP) dacrah dan/atau Surat Ketetapan
Retribusi (SKR) dan/ atau dokumen lain yang dipersamakan
dengan SKP/SKR dari wajib pajak dan/atau wajib retribusi
dan/atau pihak ketiga yang berada dalam pengurusannya.
Bendahara penerimaan pcmbantu SKPD mempunyai
kewajiban untuk melakukan pemeriksaaan kesesuaian antara
jumlah uang dengan jumlah yang tclah ditctapkan Bendahara
pencrimaan pembantu SKPD kemudian membuat
Surat Tanda Bukti Pembayaran/bukti lain yang sah
untuk diberikan kepada wajib pajak/wajib retribusi.

Format dokumen Surat Ketctapan Pajak (SKP) dacrah dan
Surat Ketetapan  Retribusi (SKR) dibuat sesuai dcngan

ketentuan peraturan pcrundangan yang berlaku

D.2.2. Pembukuan Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD
Pembukuan pendapatan olch  bendahara  penerimaan
pembantu mcnggunakah Buku Pencrimaan Pembantu dan
Penyctoran Bendahara Pencrimaan Pembantu. Bendahara
pencrimaan Pembantu SKPD melakukan pencataian
pendapatan selambat-lambatnya 1 x 24 jam setelah uang
masuk ke rekening kas umum daerah
Dalam  melakukan pembukuan  terscbut, bendahara
penerimaan pembantu menggunakan dokumen-dokumen
tertentu scbagai dasar pencatatan antara lain:

1} Surat Tanda Bukti Pembayaran;
2) Nota Kredit;
3) Bukti Penerimaan Yang Sah; dan

4) Surat Tanda Setoran.

Setiap penerimaan yang diterima ditransaksikan ke rckening
bendahara penerimaan SKPD atau jika lidak terdapat
bendahara pencrimaan pada SKPD, maka penerimaan

terscbut langsung ditransaksikan melalui kas umum dacrah



27

paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya dcngan
menggunakan formulir Surat Tanda Sctoran (STS).

Daftar STS yang dibuat oleh bendahara penerimaan
didokumentasikan dalam Register STS. Format Surat Tanda
Sctoran (STS) sebagaimana tercantum pada lampiran
peraturan ini

Pcnerimaan yang ada pada rckening bendahara pencrimaan
SKPD akan dipindahbukukan ke rekening kas daerah oleh
Bank Jatim Cabang Sttubondo sectiap hari kerja sehingga

rckening bendahara penerimaan terscbut bersaldo nihil.

Proscdur pcmbukuan bendahara pencrimaan pembantuy,
antara lain:
a. Pembukuan atas pendapatan dibayar tunai
Proscs pencatatan yang dilakukan dimulai dari
saal  bendahara  pcnerimaan pembantu mencrima
pembayaran tunai dari wajib pajak atau wajb
retribusi dan penyetor rincian obyck pendapatan sclain
pajak dan retribusi. Apabila pembayaran menggunakan
cek/giro, maka pencatatan dilakukan ketika cck
tersebut diuangkan bukan pada saat cck terscbut
dilerima. Sclanjutnya pencatatan dilakukan pada saat
bendahara penerimaan . pembantu menyetorkan
pendapatan yang diterimanya ke rckening bendahara
pencrimaan SKPD atau rekening kas umum dacrah.

Pembukuan secara tunai ini diperkenankan untuk

transaksi di bawah batasan minimum kebljakan non

tunai Pemerintah Kabupaten Situbondo. Pencatatan
dilakukan pada Buku Penerimaan dan

Penyetoran Bendahara. Langkah-langkah pembukuan

pada saat penerimaan tunai adalah scbagai berikut:

a) Berdasarkan bukti pencrimaan/bukti lain yang
sah, bendahara mengisi buku penerimaan pada
modul pendapatan.

b) Menambahkan  jcnis transaksi  penerimaan
pendapatan, input pencrimaan pendapatan.

Mcngisi  tanggal transaksi, wuraian, cara

®
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pembayaran, nomor bukti, status pendapatan.
Selain itu mengisi data pembayar sebagai informasi
tambahan.

Bendahara mengidentifikasi  jenis dan  kode
rekcning pendapatan.

Bendahara mencatat nilai transaksi pada kolom

jumlah.

Langkah-langkah pcmbukuan saat penyetoran tunai

adalah scbagai berikut:

a)

Bendahara membuatl Surat Tanda Setoran (ST8S)
dan melakukan penyctoran pendapatan vang
diterimanya kc¢ rckening bendahara penerimaan
atau rckening kas umum dacrah.

Bendahara mencatat penyctoran ke  rekening
bendahara atau rckening kas umum dacrah pada
modul pendapatan, transaksi buku kas umum,
jenis {ransakst penyctoran pendapatan. Mcengisi
tanggal transaksi, uraian, nomor bukti, rckcning
tujuan, cara pcnyctoran.

Bendahara mcmilih daftar = pcnerimaan
pcndapatan yang scbelumnya telah dibuat.
Selanjutnya bendahara menyclor uang
pendapatan ke rckening bank  bendahara
penerimaan atau rckening kas umum daerah
Sctelah sctoran pendapatan divalidasi oleh bank,
bendahara menyerahkan bukti setor pendapatan

ke BUD c.q Bidang Perbendaharaan

Langkah-langkah di atas sccara otomatis mclakukan

pencatatan pada buku kas umum pendapatan, buku

penerimaan dan penyetoran bendahara pencrimaan,

laporan register STS.
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Pembukuan Atas Pendapatan Dibayar Melalui

Rekening Bendahara Penerimaan SKPD

Wajib  pajak/wajib  retribusi dapat melakukan

pcmbayaran melalui rekening bendahara

penerimaan SKPD. Dalam kondisi terscbut,
pencatatan dilakukan saat bendahara penerimaan
pcmbantu menerima informasi dari wajib pajak/wajib
retribusi/bank mengenali adanya penerimaan
pendapatan pada rckening bendahara penerimaan

SKPD hingga penyctorannya.

Pencatatan dilakukan pada buku penerimaan dap

pcnycloran  bendahara.  Langkah-langkah cialaf;l

membukukan penerimaan yang dilerima di rckening
bank bendahara pcnerimaan SKPD adalah scbagai
berikut:

a) Bendahara mcenerima pemberitahuan dari wajib
pajak/ wajib retribusi / bank (pemberitahuan
tergantung dari mckanismc yang digunakan)
mcngenai adanya  pencrimaan di - rekening
bendahara pencrimaan.

b} Berdasarkan informasi terscbut {(bisa berupa slip
scloran atau bukti lain yang sah), bendahara
melakukan verifikasi  dan  rckonsiliasi  atas
pencrimaan {cerscbut.

¢) Setelah melakukan verifikasi dan mengetahui asal
penerimaan, bendahara mengisi buku pencrimaan
pada modul pendapatan.

d) Menambahkan  jcnis transaksi  penerimaan
pendapatan, input penerimaan  pendapatan.
Mcngisi tanggal transakst, uraian, cara
pembayaran, nomor bukti, status pendapatan.
Sclain itu mengisi data pembayar sebagai informasi
tambahan.

c) Bendahara mengidentifikasi jenis dan kodc
rckening pendapatan.

f} Bendahara mencatat nilai transaksi pada kolom

jumlah.
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LLangkah-langkah dalam membukukan penyctoran ke
rekening kas umum daecrah atas penerimaan
pendapatan melalui  rekening bank  bendahara
penerimaan adalah scbagai berikut:

1) Bendahara membuat Surat Tanda Setoran (STS)
dan melakukan penyctoran pendapatan yang
diterimanya dengan cara transfer alau
pemindahbukuan sccara otomatis melalui rekening
bank bendahara penerimaan ke rekening kas
umum daerah

2) Bendahara mencatat penyctoran ke reckening
bendahara atau rckening kas umum dacrah pada
modul pendapatan, transaksi buku kas umum,
jenis transaksi penyetoran pendapatan. Mengisi
langgal transaksi, uraian, nomor bukli, rckening
tujuan, cara penyctoran. |

3) Bendahara memilih daftar pencrimaan pendapatan

yang sebelumnya tclah dibuat

Langkah-langkah di atas sccara otomatis mclakukan
pencatatan pada buku kas umum pendapatan, buku
pencrimaan dan penyctoran  bendahara penerimaan,

laporan register STS

D.2.3. Pertanggungjawaban dan Penyampaiannya
Bendahra penerimaan pembantu SKPD menyampaikan
pertanggungjawaban kepada bendahara penerimaan paling
lambat tanggal 5 bulan berikutnya. Pertanggungjawaban ini
berupa Buku Penerimaan dan Penyctoran yang tclah
dilakukan penutupan pada akhir bulan, dilampiri dengan:
a. Register STS;

b. Bukti penerimaan yang sah dan lengkap.

Pcrtanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu pada
bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat 5

hari kerja sebelum hari kerja terakhir bulan terscbut.
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Langkah-langkah dalam membuat dan menyampaikan
pertanggungjawaban  bendahara pencrimaan pembantu
secbagai berikut:

1. Bendahara penerimaan pembantu melakukan penutupan
Buku Penecrimaan dan Penyetoran, melakukan
perhitungan total penerimaan, total penyetoran dan sisa
kas yang dipegang olehnya.

2. Bendahara penerimaan pembantu mcnyiapkan register
STS dan bukti-bukti penerimaan yang sah dan lengkap.

3. Bendahara penerimaan pembantu menyampaikan Buku
Pencrimaan dan Penyetoran yang (clah dilakukan
pcenutupan dilampiri dengan  Register STS dan  bukti
penerimaan yang sah dan lengkap kcepada bendahara
pencrimaan SKPD, paling lambal tanggal 5 bulan

berikutnya.

D.3. Bendahara Penerimaan PPKD

D.3.1. Penatausahaan Penerimaan PPKD

D.3.2.

Pcnerimaan yang dikelola PPKD dapat berupa Pendapatan
Dana Perimbangan, Pendapatan Lain-Lain yang Sah, dan
Pembiayaan Penenimaan. Pcnerimaan-penecrimaan tersebut
diterima sccara langsung di Kas Umum Dacrah.

Berdasarkan  pencrimaan  terscbut, Bank membuat
Nota Kredit yang memuat informasi tentang penerimaan
tcrsebut, baik berupa informasi pengiriman, jumlah rupiah
maupun kode rekening yang terkait. Bendahara penerimaan
wajib mendapatkan nota kredit tersebut meclalui mekanisme

yang tclah ditetapkan.

Pembukuan Penerimaan PPKD

Bendahara Penerimaan PPKD melakukan pencatatan
pendapatan sclambat-lambatnya 1 x 24 jam setelah uang
masuk ke rekening kas umum daerah.

Pembukuan Pendapatan olch bendahara penerimaan
PPKD menggunakan Buku Penerimaan Pendapatan PPKD.

Dalam melakukan pembukuan tersebut, bendahara

b
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penerimaan  PPKD  menggunakan  dokumen-dokumen
tertentu sebagai dasar pencatatan, antara lain:
1. Nota Kredit;

2. Bukti Penerimaan Lainnya Yang Sah.

Pembukuan Pendapatan PPKD dimulai dari saat bendahara
pencrimaan PPKD menerima informasi dari BUD/Kuasa
BUD mengenai adanya pencrimaan di rekening kas umum
dacrah. Langkah-langkah pencatatannya adalah scbagai
berikut:

1. Berdasarkan Nota kredit atau Bukti Pencrimaan Lain
yang sah, bendahara penerimaan PPKD mengisi buku
kas umum pendapatan PPKD pada modul
pendapatan.

2. Mecnambahkan jenis transaksi penerimaan pendapatan,
input penerimaan pcndapatan. Mengisi  tanggal
transaksi, uraian, cara pembayaran, nomor bukt,
sltatus pendapatan. Sclain itu mengisi data pembayar
scbagai informasi tambahan.

3. Kemudian bendahara penerimaan PPKD
mengidentifikasi jenis dan kode rekening pendapatan.

4. Bendahara penerimaan PPKD mencatat nilai transaksi
pada kolom jumlah.

5. Seclanjutnya, bendahara membukukan penyctoran
pendapatan. Dengan menambahkan jenis transaksi
penyctoran pendapatan. Mengisi tanggal (ransaksi,
uraian, nomor bukti, rekening tujuan, cara penyctoran.

6. Kemudian bendahara penerimaan  PPKD  memilih
transaksl pencrimaan pendapatan yang sebelumnya
telah dilakukan.

Format Buku Penerimaan PPKD scbagaimana tercantum

dalam Lampiran peraturan ini.

Bendahara penerimaan PPKD mempertanggungjawabkan
pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada
PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pertanggungjawaban terscbut berupa 1Buku Penerimaan
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PPKD yang telah dilakukan penutupan pada akhir bulan,

dilampiri dengan bukti-bukti pendukung yang sah dan

lengkap.

Langkah-langkah penyusunan dan penyampaian

pertanggungjawaban bendahara penerimaan PPKD adalah

scbagai berikut:

1.

[

3.

Bendahara penerimaan PPKD  melakukan  penutupan
Buku Penerimaan PPKD dan melakukan rekapitulasi

perhitungan.

. Bendahara penecrimaan PPKD menyiapkan register STS

dan bukti-bukti penerimaan yang sah dan lengkap.

Bendahara pencrimaan  PPKD menyampaikan  Buku
Penerimaan PPKD  yang tclah dilakukan penutupan
dilampiri dengan bukti pencrimaan yang sah dan lengkap

kepada PPKD, paling lambat tanggal 10 bulan bérikutnya.

D.4. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu

Satuan Kerja Perangkat Daerah
D.4.1. Bendahara Pengeluaran SKPD

Bendahara pengeluaran SKPD  bertugas untuk mencrima,

menyimpan, mcmbayarkan, menatausahakan dan

mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka

pclaksanaan APBD pada SKPD. Bendahara pengeluaran

SKPD mempunyai wewenang sebagai berikut:
1.

r

0.

Mcngajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-

UP/SPP-GU/SPP-TU dan SPP LS.

Mcnerima dan menyimpan uang perscdiaan,
Mclaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang
dikelolanya.

Mcnolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran yang ltidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Mcenelitt kelengkapan dokumen pendukung SPP-L.S yang
disampaikan oleh Pejabat Pclaksana Teknis

Kegiatan /Pejabat Pembuat Komitmen.
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Mcngembalikan  dokumen pendukung SPP-LS  yang
disampaikan olch PPcjabat Pelaksana Teknis
Kegiatan/Pejabat Pcmbuat Komitmen, apabila dokumen

tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Bendahara pengeluaran mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) dalam rangka melaksanakan belanja.
PDalam hal ini bendahara pengeluaran menyusun
dokumen SPP yang dapat berupa:
a) Uang Perscdiaan (UP)
b) Ganti Uang (GU)
c) Ganti Uang Nihil (GU-Nihil)
d) Tambah Uang (TU)
¢) Tambah Uang Nihil (TU-Nihil}
f) Langsung (LS)

- LS untuk pembayaran Gaji & Tunjangan

- LS untuk pengadaan Barang dan Jasa

- LS untuk pembayaran Honorarium ASN

Disamping mcmbuat SPP Bendahara Pengeluaran juga
membuatl register untuk SPP yang diajukan, SPM dan
SP2D yang sudah diterima olch bendahara.

Format SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS/SPP-TU
Nihil/SPP-GU Nihil sebagaimana tcrcantum dalam

Lampiran peraturan ini.

a. SPP uang persediaan (UP)
Bendahara  pengeluaran  mengajukan  SPP Uang
Persediaan (UP} sctiap awal tahun anggaran sctelah
dikcluarkannya Pcraturan Bupati tentang besaran
uang persediaan yang menycesuaikan dengan APIBD
setiap tahunnya. SPP-UP dipergunakan untuk
mengisi uang persediaan tiap-tiap SKPD. Pengajuan
UP hanya dilakukan seckali dalam setahun tanpa

pcmbebanan pada kode rckening tertentu.
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Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen yang

diperlukan sebagai lampiran dalam pengajuan SPP-

UP. Lampiran tersebut antara lain:

a) Surat Pengantar SPP dari Bendahara Pengeluaran.

b} Surat Pernyataan Pengajuan SPP dari Pengguna
Anggaran.

¢) Ringkasan SPP dari Bendahara.

d) Rincian Rencana Penggunaan  SPP-UP  dari
Bendahara.

¢) Salinan SPD.

f) Lampiran lainnya jika yang diperlukan: Salinan
Perbup UP, Surat Rckomendasi Pencrbitan SP2D
dari bidang Perbendaharaan dan Bidang Asct

Dacrah.

Formal lampiran-lampiran SPP-UI’> di atas tcercantum
dalam lampiran pcraturan ini.

Bendahara Pengcluaran SKPD dapat melimpahkan
sebagian uang perscdiaan yang dikelolanya kepada
bendahara pengeluaran pembaniu  SKPD  untuk
kelancaran  pclaksanaan  kegiatan.  Pelimpahan
terscbut dilakukan berdasarkan persctujuan

Pengguna Anggaran.

SPP uang persediaan (GU)

Pada saal uang persediaan telah terpakai bendahara
pengeluaran dapat mengajukan SPP Ganti Uang
Persediaan (GU) dengan besaran  scjumlah  SPJ
pcnggunaan uang persediaan yang telah disahkan
pada periode waktu tertentu. SPP-GU tersebutl dapat
disampaikan untuk satu kegiatan terlentu atau
beberapa kegiatan scsuai  dengan kebutuhan yang
ada.

Bendahara mempersiapkan dokumcen-dokumen yang
diperlukan secbagai lampiran dalam pengajuan SPP
GU, yaitu :

1) Surat Pengantar SPP-GU dari Bendahara.
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2) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU  dari
Pengguna Anggaran.

3) Ringkasan SPP-GU dari Bendahara.

4) Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP-GU dari
Bendahara.

5) Sural Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari
Pengguna Anggaran.

6} Salinan SPD.

7) Lampiran lainnya jika yang diperlukan: Surat
Rckomcendasi  Penerbitan  SP2D  dari  bidang

Pcrbendaharaan dan Bidang Asct Dacrah.

Format lampiran SPP-GU di atas tcrcantum dalam

lampiran peraturan ini.

SPP Tambah Uang (TU)
Apabila terdapat kecbutuhan bclanja yang sifatnya
mendesak, yang harus dikelola oleh bendahara
pengeluaran, dan uang persediaan tidak mencukupi
karena sudah direncanakan untuk kegiatan yang lain,
maka bendahara pengcluaran dapal mcngajukan SPP-
TU. Balas jumlah pcngajuan SPP-TU harus mendapat
persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian
kebutuhan dan waktu penggunaan. Jumlah dana yang
dimintakan dalam SPP-TU ini harus
dipertanggungjawabkan tersendiri dan bila tidak
habis, harus disctorkan kembali.

Dalam hal dana tambahan uang tidak habis

digunakan dalam 30 (tiga puluh) hari, maka sisa

tambahan uang disetor ke rekening kas umum daerah.

Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan

uang persediaan dikecualikan untuk:

1) kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 30 (tiga
puluh) hari;

2) kegiatan yang mengalami  penundaan  dari
jadwal yang tclah ditetapkan yang diakibatkan
olch peristiwa di luar kendali PA/KPA;

¥
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Bendahara mempersiapkan dokurnen—dokumcn yang

diperlukan scbagai lampiran dalam pengajuan SPP-

TU. Lampiran tersebut antara lain:

1) Surat Pengantar SPP-TU dari Bendahara.

2) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU dari
Pengguna Anggaran.

3) Ringkasan SPP-TU dari Bendahara.

4) Rincian Rencana  Penggunaan Dana  dari
Bendahara.

5) Lampiran lainnya jika yang diperlukan: Surat
Rekomendasi Pencrbitan SP2D  dari  bidang

Perbendaharaan dan Bidang Asct Dacrah.

Format lampiran SPP-TU di atas tercantum dalam

lampiran peraturan ini.

SPP uang persediaan (LS)

SPP-LS yang dipergunakan untuk pembayaran
langsung pada pihak ketiga/penerima hak lainnya
alas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat
tugas atau surat perintah kerja lainnya dengan jumlah
yang {clah ditetapkan. SPP-LS dapat dikelompokkan
menjadi:

1) SPP-LS untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan.

2} SPP-LS untuk pengadaan Barang dan Jasa.

3) SPP-L.S untuk Honorarium ASN.

Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen yang
diperlukan sebagai lampiran dalam pengajuan SPP-LS.

Lampiran tersebut antara lain :

Untuk SPP-LS Gaji dan Tunjangan

1) Surat Pengantar dari Bendahara.

2) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-L.S Gaji dari
Pengguna Anggaran.

3) Ringkasan SPP-LS Gaji dari Bendahara.

4) Rincian Rencana Penggunaan Dana  dari

Bendahara.
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Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari
Pengguna Anggaran.
Dokumen-dokumen pelengkap SPP-LS Gaji.

Format lampiran-lampiran SPP-LS di atas tercantum

dalam lampiran peraturan ini.

Untuk SPP-LS Honorarium ASN

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Surat Pengantar SPP-LS Honorarium.

Sural Pernyataan Pengajuan SPP-LS Honorarium.
Ringkasan SPP-LS Honorarium dari Bendahara.
Rincian Rencana Penggunaan Dana.

Sural Pernyataan Tanggung Jawab Belanja.
Dokumen pclengkap SPP-LS  Honorarium ASN.
Daftar Rincian pencrima honorarium ASN, id-
billing, salinan Surat Kecputusan pencrima

honorarium.

Formal lampiran-lampiran SPP-LS di atas tercantum

dalam lampiran pcraturan ini.

Untuk SPP-LS Barang/Jasa

1)

2)

3)

4)

o)

o)
7)

Surat Pengantar dari Bendahara Pcngcluaran dan
PPTK.

Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS barang/jasa
dari Pengguna Anggaran.

Ringkasan SPP-LS Barang/Jasa dari Bendahara
Pengeluaran dan PPTK.

Rincian Rencana Penggunaan Dana dari
Bendahara dan PPTK.

Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja SPP-LS
barang/jasa dari Pengguna Anggaran,

Salinan SPD.

Melampirkan dokumcen-dokumen terkait kegiatan

(disiapkan olch PPK/PPTK} yang tcrdiri atas :
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Pembayaran SPP-LS Uang Muka:

a.

Id-billing dan/atau Faktur Pajak, PPh pasal
22 dan PPN.

. Menunjukkan 1 (satu) set/bendel kontrak.

. Berita Acara Pembayaran yang terdapat. pada

aplikasi Sistem Pengadaan Sccara Elcktronik.

. Copy Surat Jaminan Uang Muka.

. Nomor Rekening penyedia.

Pembayaran SPP-LS atas prestasi pekerjaan

(termyn/MC/angsuran) mencakup :

a.

Id-billing dan/atau Faktur Pajak, PPh pasal
22 dan PPN.

. Menunjukkan 1 (satu) sct/bendel kontrak.

. Berita Acara Pembayaran yang terdapal pada

aplikasi Sistem Pengadaan Sccara Elektronik.

. Laporan/lampiran becsarnya proscntasc

pckerjaan/ Monthly Certificate (MC).

. Salinan pembayaran Jamsostek/BPJS untuk

jasa konstruksi.

Nomor Rckening penycedia.

Pembavyaran SPP-LS Pekerjaan selesai 100%

mencakup :

a.

Id-billing dan/atau Faktur Pajak, PPh pasal
22 dan PPN

. Menunjukkan 1 (satu) set/bendel kontrak

. Berita Acara Pembayaran yang terdapat pada

aplikasi Sistem Pengadaan Sccara Elcktronik

. Salinan pembayaran Jamsostek/BPJS untuk

jasa konstruksi

. Salinan Jaminan Pemeliharaan untuk jasa

konstruksi
Bukti sctor denda keterlambatan apabila

pekerjaan mengalami keterlambatan

. Nomor Rckening Penyedia
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Pembayaran SPP-LS Pengadaan Barang/Jasa

dengan jenis kontrak berupa kwitansi

(dibawah Rp. 50.000.000,00} mencakup :

a. ld-billing dan/atau Faktur Pajak, PPh pasal
22 dan PPN.

b. Bukti pembelian/Pembayaran untuk
pengadaan  barang/jasa lainnya  sclinggi-
tingginya bcernilai Rp. 10.000.000,00 (scpuluh
juta rupiah). Kwilansi untuk pengadaan
barang/jasa lainnya sctinggi-tingginya bernilai
Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

c. Nomor Rekening Penyedia.

Pembayaran SPP-I.S Pengadaan tanah

mencakup :

a. Berita Acara Pcmbcebasan Tanah yang dibuat
oleh PPanitia Pengadaan tanah.

b. Id-billing PPh Final untuk pcngadaan tanah
dengan nilai diatas Rp. 60.000.000,00

c. Kwitansi bermcterai  yang ditandatangani
pihak  ketiga, Bendahara  Pengeluaran/
13¢ndahara Pengeluaran Pembantu dan PPTK
atas nama Pengguna  Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran.

d. Persectujuan Panitia Péngadaan Tanah.

e. Salinan bukti kepemilikan.

f. Pernyataan dari Penjual bahwa tanah tersebut
tidak dalam scngketa dan tidak sedang dalam
agunan.

g. Pelepasan/penyerahan hak atas tanah/akta
jual beli dihadapan PPAT.

Pengadaan Hibah berupa Barang

a. Id-billing dan/atau Faktur Pajak, PPh pasal
22 dan PPN.
b. Menunjukkan 1 (satu} set/bcndel kontrak.
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c. Berita Acara Pembayaran yang terdapal pada
aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

d. Naskah Perjanjian Hibah Dacrah (NPHD).

e. Surat Keputusan Bupati tentang Hibah.

f. Berita Acara Pertimbangan Tim Anggaran

Pemerintah Daerah.

2) Pembukuan SP2D

Pembukuan penerimaan SP2D  UP/GU/TU/LS/GU-
NIHIL/TU-NIHIL merupakan proscs pcncatatan transaksi
pencrimaan SP2D ke dalam BKU dan Buku pembaniu
yang terkait. Proses pecmbukuan dilakukan kctika
bendahara pengeluaran mencrima SP2D dari BUD/Kuasa
BUD. Pencatatan dilakukan scbesar jumlah yang
tercantum di SP2D scbagai “penerimaan SP2D” di :

1. BKU pada kolom pencrimaan dan/atau kolom

pengcluaran.
2. Buku Pembantu Simpanan/Bank pada kolom

penerimaan.

Langkah-langkah yang dilakukan bendahara pengeluran

dalam melakukan pembukuan belanja adalah:

1. Tambahkan transaksi Pencrimaan SP2D/SP2D-UP, di
modul Belanja, menu pembukuan belanja, sub menu
BKU Belanja.

2. Jika memilih penerimaan SP2D UP, maka mengisi
data yang wajib diisi pada bagian Buku Kas Umum
dan Rincian Transaksi Kas. Jika mcmilih transaksi
penerimaan SP2D, maka contreng/centang Nomor
SP2D kemudian simpar.

3. Jika SKPD memiliki Kuasa Pengguna Anggaran, maka
sctelah melakukan penerimaan SP2D-UP harus
mchmpahkan Uang Persediaan kcpada Kuasa
Pengguna Anggaran. Kuasa Pengguna Anggaran
mclakukan penerimaan pelimpahan Uang Persediaan

dari unit induk/SKPD.
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3) Pembukuan Belanja/Bukti Belanja
Pelaksanaan belanja yang dilakukan pada suatu kegiatan
wajib dipertanggungjawabkan oleh PPTK secara tcpat
waktu. Dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan
belanja tersebut, PPTK harus melampirkan dokumen-
dokumen pendukung penggunaan anggaran dalam
pelaksanaan kegiatan tersebut. Dokumen penggunaan
anggaran diberikan kepada bendahara pengeluaran
secbagal dasar bagi bendahara pengeluaran untuk
mecmbual Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
Bendahara Pengeluaran berdasarkan dokumen  yang
diberikan oleh PPTK, mencatat pelaksanaan bclanja
dalam :
1. Buku Kas Umum Pengcluaran.

Buku Pembantu Pengcluaran Per Rincian Obyck.

Buku Pembantu Kas Tunai. |

Buku Pembantu Simpanan/ Bank.

Buku Pembantu Pajak.

a > LN

Dokumen-dokumen yang digunakan scbagai dasar dalam
mclakukan pecmbukuan adalah :

1. Bukti transaksi belanja yang sah dan lengkap.

2. Dokumen-dokumen pendukung lainnya sebagaimana

diatur dalam peraturan yang berlaku.

Pcjabat Pclaksana Tcknis Kegiatan atau Bendahara
Pengeluaran dilarang mcempertanggungjawabkan bukti
transaksi belanja, dokumen pendukung lainnya yang
sama lebih dari satu kali dan Bendahara Pengcluaran
berhak untuk menolak pembayaran atas bukti transaksi
belanja  atau dokumen-dokumen pendukung lainnya

tersebut.

Bendahara Pengeluaran melakukan  pencatatan  atas
pcngeluarari kas berdasarkan bukti-bukti pengeluaran
yang sah beserta perhitungan/pembayaran pajaknya yang

discrahkan olch Pejabat Pembuat Komitmen atau Pcjabat

b
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Pelaksana Teknis Kegiatan. Bendahara  mencatat
pengeluaran kas ketika kondisi lunas bayar, dimana
bendahara telah melakukan pemcriksaan kebenaran bukti
pengeluaran beserta bukti pendukung lainnya, secrla
ketersediaan dana, dan bendahara meclakukan
pembayaran  atas  bukti  tersecbut  kepada  pihak
ketiga/pclaksana/penanggungjawab sccara tunar atau

non-tunai.

Langkah-langkah yang dilakukan bendahara pcngceluran

dalam meclakukan pembukuan belanja adalah:

1. Memilih {ransaksi beclanja, di modul Belanja, menu
pcmbukuan belanja, sub menu BKU Belanja.

2. Pada bagian Buku Kas Umum, Bendahara harus
mencatat  tanggal lunas bayar sebagal tanggal
pcmbukuan, mengisi uraian transaksi secara singkat
dan informaiif, mengisi nomor bukti transaksi, dan
tanggal transaksi.

3. Pada bagian detail transaksi-1 jenis spj harus dipilih
yaitu UP/GU atau TU, mcmilth DPA yang scsuai
dengan bukti belanjanya, metode pembayaran dapat
dipilih tunai atau transfer (non-tunai), dan mengisi
pencerima pembayaran tersebut.,

4. Pada bagian rincian transaksi, Bendahara mengisikan
jumlah sesuai dengan uang yang dikcluarkan untuk
masing-masing mata anggaran kegiatan (MAK). Sclain
itu, Rincian Pajak juga diisi sesuai dengan bukti sctor

pajak beserta Nomor Tanda Bukti Pencrimaan (NTPN)

Bendahara berhak mcnolak mclakukan
pembayaran/pengeluaran  kas jika ditemukan bukti
pengeluaran kas/dokumen pendukung lainnya terbuk

telah dipertanggungjawabkan scbelumnya.

Pembukuan Pergeseran Uang
Bendahara pengeluaran dapat mencairkan UP/GU/TU

vang terdapat di bank ke kas tunal scsual dcngan
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kebutuhan pada hari itu. Penarikan ini dimaksudkan

untuk pembayaran secara tunai kepada pihak

ketiga/pelaksana/penanggungjawab belanja. Pencatatan

dilakukan sebesar jumlah yang dicairkan/digeser

scbagai “pergeseran uang” berikut ini :

1. Mengisi tanggal pembukuan, yaitu: tanggal dimana
bendahara melakukan pergeseran/mutasi uang.

2. Mcngisi uraian transaksi, yaitu: informasi (ckait
transaksi secara singkat dan informatif.

3. Mcngisi Jumlah yaitu: jumlah uang yang dilakukan
pergeseran.

4. Mcngisi Nomor Bukti, yaitu nomor bukti pergescran
uang.

5. Mcmilih jenis pergescran, antara bank ke tunal atau

tunai ke bank.

Pembukuan Penerimaan/Penyetoran Potongan Pajak

Bendahara pengeluaran dapat mencatat pcnerimaan
pajak diluar transaksi bclanja. Transaksi penerimaan
pajak ini mcrupakan kewajiban  bendahara  untuk
meclakukan pungutan atas pajak ncgara, scperti PPN dan

PPh. Langkah-langkah yang dilakukan bendahara adalah

scbagai berikut :

1. Mcmilih jenis transaksi pencrimaan potongan pajak
yang becrada di modul belanja, mcnu pembukuan
belanja, BKU belanja. Transaksi ini sebagai bukti
pungut oleh bendahara kepada wajib pajak

2. Tambahkan transaksi dengan melengkapi isian pada
bagian Buku Kas Umum, bagian dectail transaksi,
bagian rincian pajak

3. Bendahara mclanjutkan ke pcncatatan

pembayaran/sctoran potongan pajak

Pencatatan penyetoran potongan pajak dilakukan scticlah
transaksi penerimaan potlongan pajak tclah dilaksanakan.
Transaksi penyetoran potongan pajak ini atas kewajiban

bendahara untuk melakukan penyctoran atas pajak

8
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ncgara, scperti PPN dan PPh. Langkah-langkah yang

dilakukan bendahara adalah scbagai berikut:

1. Memilih jenis transaksi pembayaran potongan pajak
yang berada di modul belanja, menu pembukuan
belanja, BKU belanja. Transaksi ini scbagai bukti setor
pajak oleh bendahara

2. Tambahkan transaksi dengan melengkapi isian pada
bagian Buku Kas Umum, bagian dctail transaksi,

bagian rincian pajak

Pembukuan Penerimaan/Penyetoran Sisa Belanja
Jika dilcmukan kelebihan pencairan kas baik sccara
mandiri olch bendahara ataupun olch Aparat Pcngawasan
Internal Pemerintah (APIP) dan pertanggungjawabannya
tclah dilakukan, maka bendahara dapat mengcembalikan
kclebihan tersebut ke Rekening Kas Umum Dacrah
(RKUD). Pertanggungjawaban dalam hal ini ditandai
dcengan Lerbitnya SP21DD-GU berikutnya atau SP2D-LS atau
SP2D-TU-NIHIL. Pengembalian sisa belanja pada tahun
anggaran berkenaan (CP) akan mengurangi rcalisasi.
Sedangkan, pengembalian sisa belanja atas tahun
anggaran scbeclumnya (PB) diakui secbagai pendapatan.
Langkah - langkah yang dilakukan oleh bendahara untuk
mengembalikan  sisa  belanja  atas tahun  anggaran
berkenaan adalah sebagai berikut
1. Memilih transaksi penerimaan sisa belanja yang
berada di modul belanja, mcnu pembukuan belanja,
sub menu BKU Belanja. Transaksi ini bertujuan untuk
membuat bukti pencrimaan uang oleh bendahara
kepada pihak ketiga/pelaksana/pptk
2. Tambahkan transaksi pcnerimaan sisa belanja dengan
melengkapi isian pada Buku Kas Umum, Rincian
Transaksi Kas, Rincian Transaksi.
3. Memilth transaksi penyetoran sisa belanja yang
berada di modul belanja, menu pembukuan belanja,

sub menu BKU Belanja. Transaksi ini bertujuan untuk
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membuat bukti penyectoran uang oleh bendahara ke
Rekening Kas Umum Bendahara.

4, Tambahkan transaksi penyetoran sisa belanja dengan
melengkapi isian pada Buku Kas Umum, Rincian
Transaksi Kas, Rincian Transaksi. Dalam pengisian
rincian transaksi kas yang perlu diperhatikan adalah
pemilihan SP2D. Khusus untuk pertanggungjawaban
Tambah Uang (TU), SP2D yang dipilih adalah SP2D-
TU-NIHIL-nya.

Pembukuan Setoran Sisa Uang Persediaan

Pada akhir masa anggaran, bendahara wajib menghitung

sisa  uang pcrsédiaan yang tidak dapat di

perianggungjwabkan. Sisa kas/uang ini dikembalikan

langsung ke Rekening Kas Umum Dacrah, baik sccara
tunai atau non tunai. Langkah - langkahnya adalah
sebagai berikut:

1. Mcmilih transaksi Pcnyetoran Sisa Uang Perscdiaan
yang berada di modul belanja, mcnu pembukuan
belanja, sub menu BKU Belanja.

2. Tambahkan transaksi pcnyetoran  sisa  uang
perscdiaan dan isi data wajib di bagian Buku Kas

Umum dan Rincian Transaksi kas

Pembukuan Koreksi Pembebanan Belanja
Dalam hal bendahara atau Pejabat Penatausahaan
Keuangan menemukan kesalahan dalam pembebanan
atas rckening belanja/mata anggaran kegiatan (MAK],
maka bendahara dapat mengusulkan koreksi atas
pembebanan tersebut. Koreksi ini dimaksudkan untuk
merubah pembebanan atas satu rekening belanja (MAK)
ke rekening belanja (MAK)} lainnya. Berikut langkah-
langkah yang dilakukan :

1. SKPD melakukan permohonan tertulis kepada BUD
agar melakukan korcksi pembebanan belanja/korcksi
SP2D.

2. SKPD membuat usulan koreksi sp2d, yang terdapat di

modul belanja, menu SP2D sub mcnu koreksi SP2D.

b
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3. Tambahkan transaksi dengan memilih sp2d yang akan

dikoreksi, mengisi nomor surat, tanggal surat dan

alasan koreksi.

4, Menambahkan transaksi Pecnerimaan Koreksi SP2DD,

yang berada di modul belanja, menu pembukuan

belanja, sub menu BKU belanja.

5. Mengisi data yang ada di bagian Buku Kas Umum,

Detail Transaksi Koreksi, Rincian Transaksi.

6. Menambahkan transaksi Belanja, yang bcrada di

modul belanja, menu pembukuan bclanja, sub menu

BKU bclanja.

7. Melengkapi data isian belanja dan memilih jenis spj

koreksi belanja.

9) Pertanggungjawaban dan Penyampaiannya

Bendahara pengceluaran wajib menyampaikan perianggung-

jawaban atas pengelolaan uang yang tcrdapalt dalam

kewenangannya. Pertanggungjawaban terscbut terdiri atas:

pertanggungjawaban penggunaan UP
pertanggungjawaban penggunaan TU
pertanggungjawaban administratif

pertanggungjawaban fungsional

. Pertanggungjawaban Penggunaan Uang Persediaan

Bendahara pengeluaran melakukan pertanggungjawaban

penggunaan uang perscdiaan scliap akan mengajukan

GU. Dalam mclakukan pertanggungjawaban terscbut

dokumen yang disampaikan adalah Laporan

Pertanggungjawaban Uang Persediaan dan dilampiri

dengan bukti-bukti belanja yang sah.

Langkah-langkah dalam membuat pertanggungjawaban

uang persediaan adalah scbagai berikut:

e Mengumpulkan bukti-bukti yang sah atas bclanja
yang menggunakan uang perscdiaan termasuk bukti-
bukti yang dikumpulkan oleh bendahara pengeluaran

pembantu, jika ada sebagian uang persediaan yang
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sebelumnya  dilimpahkan kepada bendahara
pengeluaran pembantu.

* Berdasarkan bukti-bukti yang sah tersebul
bendahara  pengeluaran merckapitulasi belanja
kedalam  lLaporan Pertanggungjawaban Uang
Persediaan sesuai dengan program dan kegiatannya
masing-masing.

« Laporan Pertanggungjawaban Uang Perscdiaan

terscbut dijadikan lampiran pengajuan SPP-GU.

2. Pertanggungjawaban Penggunaan Tambah Uang (TU)
Bendahara pengeluaran melakukan pertanggungjawaban
penggunaan TU apabila TU yang dikelolanya telah
habis/sclesai  digunakan untuk membiayai  suatu
kegiatlan atau telah sampai pada waktu yang ditentukan
scjak TU diterima.

Dalam melakukan pertanggungjawaban tersebut
dokumcn yang disampaikan adalah Laporan
Pertanggungjawaban  Tambahan Uang  Perscdiaan.
Dokumen ini dilampirkan dengan bukti-bukti bclanja

yang sah dan lengkap.

Langkah-langkah dalam membuatl pertanggungjawaban

TU adalah se¢bagai berikut:

¢ Bendahara pengeluaran mengumpulkan bukti-bukti
belanja yang sah atas penggunaan tambahan uang
persediaan.

. rApabila terdapat TU yang tidak digunakan bendahara
pcngeluaran mecelakukan sctoran ke Kas Umum
Dacrah. Surat Tanda Scloran atas penyctoran itu
dilampirkan scbagai lampiran laporan
pertanggungjawaban TU.

s Berdasarkan bukti-bukti belanja yang sah dan
lengkap tersebut dan bukti penyctoran  sisa
tambahan uang persediaan (apabila tambahan uang
persediaan  melebihi  belanja  yang  dilakukan)

bendahara pengeluaran  merekapitulasi belanja
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kedalam Laporan Pertanggung-jawaban Tambahan
Uang Persediaan sesuai dengan program dan
kegiatannya yang dicantumkan pada awal pengajuan
TU.

 Laporan pertanggungjawaban tersecbut kemudian
diberikan kepada Pcngguna Anggaran melalui PPK
SKPD.

e PPK SKPD kemudian melakukan verifikasi atas
pertanggung-jawaban yang dilakukan oleh bendahara
pengeluaran.

¢ Pengguna Anggaran kemudian menandatangani
laporan pertanggungjawaban TU scbagai bentuk

pengesahan.

3. Pertanggungjawaban Administratif

Pertanggungjawaban administratif dibuat oleh bendahara
pcngeluaran dan disampaikan kepada Pejabat Pengguna
Anggaran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
Pertanggungjawaban administratif tersebut berupa Surat
Pertanggungjawaban (SPJ) yang menggambarkan jumlah
anggaran, realisasi dan sisa pagu anggaran baik sccara
kumulatif maupun per kegiatan. SPJ ini merupakan
penggabungan dengan SPJ Bendahara Pengeluaran
Pembantu.

Pertanggungjawaban administratif berupa SPJ dilampiri
dengan:

+ Buku Kas Umum

e Laporan Pcnutupan Kas

 SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu

Pertanggungjawaban administratif pada bulan terakhir
ltahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja
terakhir bulan terscbut. Pertanggungjawaban terscbut
harus dilampiri buktl sctoran sisa uang persediaan.

Langkah-langkah dalam membuat dan menyampaikan

SPJ bendahara pengceluaran adalah sebagai berikul :
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* Bendahara  pengeluaran  menyiapkan laporan
penutupan kas.

« Bendahara pengeluaran mclakukan rekapitulasi
jumlah-jumlah belanja dan item terkait lainnya
berdasarkan BKU dan buku pembantu BKU lainnya
scrla khususnya Buku Pecmbantu Rincian Obyck
untuk mendapatkan nilai belanja per rincian obyck.

e Bendahara pengeluaran menggabungkan  hasil
rckapitulasi terscbut dengan hasil yang ada di SPJ
Bendahara pengeluaran pembantu.

» DBerdasarkan rekapitulasi dan penggabungan itu,
bendahara  pcngeluaran membuat SPJ  alas
pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya.

¢ Dokumen SPJ beserta BKU, laporan penutupan kas
dan SPJ bendahara  pengeluaran  pembantu
kemudian diberikan ke PPK SKPD untuk dilakukan
verifikasi.

* Sctelah mendapatkan verifikasi, Pengguna Anggaran

menandatangani sebagai bentuk pengesahan.

4. Pertanggungjawaban Fungsional
Pertanggungjawaban fungsional dibuat olch bendahara
pengeluaran dan disampaikan kepada PPKD sclaku BUD
paling lambat ilanggal 10 bulan  berikutnya.
Pertanggungjawaban fungsional terscbut berupa Surat
Pertanggungjawaban (SPJ) vang mcrupakan
penggabungan dengan SPJ Bendahara Pengeluaran
Pembantu. SPJ terscbut dilampiri dengan:
e lLaporan Pcnulupan Kas

¢« SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu

Pertanggungjawaban [ungsional pada bulan terakhir
tahun anggaran disampaikan paling lambat har kerja
tcrakhir bulan tersebut. Perianggungjawaban tcrscbut

dilampirt bukti scloran sisa uang persediaan.
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Dalam melakukan verifikasi atas laporan
pertanggungjawaban yang disampaikan kepada PPKD,
PPK-SKPD berkewajiban:

1. Meneliti kelengkapan dokumen laporan
pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti
pengeluaran yang dilampirkan;

2. Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran
perincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per
rincian obyek;

3. Menghitung pengenaan  PPN/PPh  atas  beban
pengcluaran per Rincian obyek;

4. Mcnguji kebenaran scsuai dengan SPM dan SP2D
yang diterbitkan periode sebelumnya dan;

5. Menyimpan atau mengarsip dokumen  Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) bescrta dokumen
pendukungnya scsual dengan  kclentuan  yang
berlaku untuk kelengkapan administrasi dan
keperluan pemcriksaan aparat pengawas internal

pemcrintah.

Dalam rangka cfektifitas pelaksanaan
pertanggungjawaban SPJ, PPKD sclaku BUD melakukan
pengawasan atas pengajuan SPP Nihil dan pada akhir
tahun ( tanggal 26 sd 30 Desember ) melaksanakan
monitoring pengajuan SPP/SPM Nihil terhadap seluruh
SKPD.

Dalam rangka mengantisipasi adanya sisa kas di
bendahara pengeluaran SKPD, pengajuan SPP/SPM Nihil
paling lambat tanggal 30 Desember tahun berkenaan, dan
apabila sampai batas waktu bendahara pengeluaran SKPD
belum mengajukan SPP/SPM Nihil, maka sisa kas di
bendahara pengeluaran akan dianggap sebagai SPJ,
sehingga Saldo Kas di Bendahara Pengcluaran yang tersaji

di Neraca SKPD per 31 Descmber adalah NOL.
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D.4.2. Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD

1} Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang
dilakukan bendahara pengeluaran pembantu meliputi :
a. Tambah Uang (TU)
b. Langsung (LS) Barang dan Jasa

Bendahara pengeluaran pembantu hanya bisa mengajukan
SPP TU dan SPP LS pengadaan Barang dan Jasa karcna
untuk UP/GU dan LS gaji hanya bolch dilakukan olch
bendahara  pengeluaran. Disamping membuat — SPP
bendahara pengeluaran pcmbantu juga membuat register
untuk SPP yang diajukan, SPM dan SP2D yang sudah

diterima oleh bendahara pengeluaran pembantu.

a. SPP Tambah Uang (TU)
Apabila terdapat kcbutuhan belanja yang sifatnya
mendesak, yang harus dikelola oleh bendahara
pengeluaran pembantu, dan uang persediaan tidak
mencukupi karena sudah direncanakan untuk kegiatan
yang lain, maka bendahara pengeluaran pembantu
dapat mengajukan SPP-TU. Batas jumlah pengajuan
- SPP-TU harus mendapat persctujuan dari PPKD dengan
memperhatikan  rincian  kebutuhan dan  waktu
penggunaan. Jumlah dana yang dimintakan dalam
SPP-TU ini harus dipertanggungjawabkan tersendiri.
Dalam hal dana tambahan uang (TU) tidak habis
digunakan dalam 30 (tiga puluh) hari, maka sisa
tambahan uang disctor ke rekening kas umum dacrah.
Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang
persediaan dikecualikan untuk:
1} kegiatan yang pclaksanaannya melebihi 30 (tiga
puluh) hari;
2) kegilatan yang mengalami penundaan dari jadwal
yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh

peristiwa di luar kendali Kuasa Pengguna Anggaran.
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Jika terdapat SP2D-TU yang mclebihi 30 (tiga puluh)

hari dari tanggal pencairan, maka BUD/Kuasa BUD

berhak menolak pengajuan pencairan Ganti Uang

dan/atau Tambah Uang dari SKPD yang bersangkutan.

Bendahara pengeluran  pembantu mempersiapkan

dokumen-dokumen yang diperlukan sebagal lampiran

dalam pengajuan SPP-TU. Lampiran tersebut antara

lain:

1) Surat Pengantar SPP-TU  dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu

2) Surat Pernyalaan Pcngajuan SPP-TU dari Kuasa
Pengguna Anggaran

3) Ringkasan SPP-TU dari Bendahara Pengcluaran
Pembantu

4) Rincian Rencana Penggunaan Dana dari Bendahara
Pengeluaran Pecmbantu

5) Lampiran lainnya jika yang diperiukan: Surat
Rckomendasi  Penerbitan SP2D dari bidang

Perbendaharaan dan Bidang Asct Dacrah

Format lampiran-lampiran SPP-TU di atas tercantum

dalam lampiran peraturan im.

SPP Langsung (LS)

Bendahara pengeluaran pembaniu dapat mengajukan
SPP-LS Barang dan Jasa kepada Kuasa Pengguna
Anggaran mclalui PPK-KPA-SKPD atau PPK-SKPD
berdasarkan dokumen-dokumcen yang disiapkan olch
PPTK/PPK. Adapun dokumen-dokumen yang
diperlukan sebagai lampiran dalam pengajuan aniara

lain;

Untuk SPP-LS Honorarium ASN

1} Surat Pengantar SPP-L.S Honorarium
2) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Honorarium
3) Ringkasan SPP-LS [onorarium dari Bendahara

b

Pengeluran Pembantu



4)
3)
6)
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Rincian Rencana Penggunaan Dana

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
Dokumen pelengkap SPP-LS Honorarium ASN.
Daftar Rincian penerima honorarium ASN, id-billing,

salinan Surat Keputusan penerima honorarium

Format lampiran-lampiran SPP-LS di atas tercantum

dalam lampiran peraturan ini.

Untuk SPP-LS Barang/Jasa

1)

2)

3)

4)

S)

6)
7)

Surat Pengantar dari Bendahara Pengcluaran
Pembantu dan PPTK;

Surat Pernyataan Pcngajuan SPP-LS barang/jasa
dari Kuasa Pengguna Anggaran;

Ringkasan SPP-LS Barang/Jasa dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu dan PPTK;

Rincian Rencana Penggunaan Dana dari Bendahara
Pengeluaran Pembantu dan PPTK;

Surat Pcrnyataan Tanggung jawab Belanja SPP-LS
barang/jasa dari Kuasa Pengguna Anggaran,
Salinan SI°D;

Mclampirkan dokumen-dokumen terkait kegiatan

(distapkan olech PPKom/PPTK) yang terdiri atas :

Pembayaran SPP-LS Uang Muka:
a. Id-billing dan/atau Faktur Pajak, PPh pasal 22
dan PPN;
b. Menunjukkan 1 (satu) set/bendel kontrak;

c. Berita Acara Pcmbayaran yang terdapat pada
aplikasi Sistem Pengadaan Sccara Elektronik;
d. Copy Surat Jaminan Uang Muka;

¢. Nomor Rekening penyedia.

Pembavaran SPP-LS atas prestasi pekerjgah

(termyn/MC/angsuran) mencakup :
a. Id-billing dan/atau Faktur Pajak, PPh pasal 22
dan PPPN;
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b. Menunjukkan 1 (satu) set/bendel kontrak;

c. Berita Acara Pembayaran yang terdapat pada
aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik;

d. Laporan/lampiran besarnya prosentase
pekerjaan/ Monthly Certificate (MC);

c¢. Salinan pembayaran Jamsostek/BPJS untuk jasa
konstruksi;

{. Nomor Rckening penyedia.

Pembayaran SPP-LS Pekerjaan selesai 100%

mencakup :

a. Id-billing dan/atau Faktur Pajak, PPh pasal 22
dan PPN; |

b. Menunjukkan 1 {satu) sct/bendel kontrak;

c. Berita Acara Pcmbayaran yang terdapat pada
aplikasi Sistem Pengadaan Sccara Elektronik;

d. Salinan pembayaran Jamsostck/BPJS untuk
jasa konstruksi;

¢. Salinan Jaminan Pemcliharaan untuk jasa
konstruksi;

{. Bukti setor denda keterlambatan apabila
pckerjaan mengalami keterlambatan,;

g. Nomor Rekening Penyedia.

Pembayaran SPP-LS Pengadaan Barang/Jasa

dengan jenis kontrak berupa kuitansi [dibawah
Rp. 50.000.000,00) mencakup :
a. ld-billing dan/atau Faktur Pajak, PPh pasal 22
dan PPN

b. Bukti pcmbelian/Pembayaran untuk pengadaan
barang/jasa lainnya setinggi-tingginya bernilai
Rp. 10.000.000,00 (scpuluh juta rupiah).
Kwitansi untuk pengadaan barang/jasa lainnya
sctinggi-lingginya bcrﬁilai Rp. 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah)

c. Nomor Rekening Penyedia
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Pembayaran SPP-LS pengadaan tanah mencakup :

a. Berita Acara Pembebasan Tanah yang dibuat olch
Panitia Pengadaan tanah;

b.1d-billing PPh Final untuk pengadaan tanah
dengan nilai diatas Rp. 60.000.000,00

c. Kwitansi bermeteral yang ditandatangani pihak
ketiga, Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu dan PPTK atas nama
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

d. Persctujuan Panitia Pengadaan Tanah;

c¢. Salinan bukti kepemilikan;

f. Pernyataan dari Penjual bahwa tanah terscbut
tidak dalam scngkela dan tidak scdang dalam
agunan,;

g. Pclepasan/penycrahan hak atas tanah/akta jual
beli dihadapan PPAT.

Pengadaan hibah berupa barang mencakup :
a. Id-billing dan/atau Faktur Pajak, PPh pasal 22
dan PIPPN;

b. Menunjukkan 1 {satu) sct/bendcl kontrak;

c. Berita Acara Pembayaran yang terdapal pada
aplikasi Sistem Pengadaan Sccara Elektronik;

d. Naskah Perjanjian Hibah Dacrah (NPHD);

¢. Sural Keputusan Bupali tentang Hibah;

f. Berita Acara Pertimbangan Tim  Anggaran

Pemerintah Dac¢rah.

2) Pembukuan SP2D
Pembukuan pcnerimaan SP2D GU/TU/LS/GU-NIHIL/TU-
NIHIL. merupakan proscs pencatatan transaksi pencrimaan
SP2D ke dalam BKU dan Buku pembantu yang terkait.
Proses pecmbukuan dilakukan kectika bendahara
pengeluaran pembantu menerima SP2D dart BUD/Kuasa
BUD. Pencatatan dilakukan secbesar jumlah yang tercantum

di SP2D scbagal “penerimaan SP2D” di :
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1.BKU pada kolom penerimaan dan/atau kolom
pengeluaran
2. Buku Pcmbantu Simpanan/Bank pada kolom

penerimaan.

Langkah-langkah yang dilakukan bendahara pengeluran

pcmbantu dalam melakukan pembukuan SP2D adalah:

1. Tambahkan t(ransaksi Penerimaan SP2D/SP2D-UP, di
modul Belanja, menu pembukuan belanja, sub menu BKU
Bcelanja. |

2. Jika memilih penerimaan pelimpahan SP2D UP/GU, maka
mcengisi data yang wajib diisi pada bagian Buku Kas
Umum dan Rincian Transaksi Kas. Jika memilih
transaksi pencrimaan SP2D, maka contreng/centang

Nomor SP2D kemudian simpan.

3) Pembukuan Belanja/Bukti Belanja

Pclaksanaan belanja yang dilakukan pada suatu kegiatan
wajib dipertanggungjawabkan olch PPTK secara tepat waktu.
Dalam mecmpertanggungjawabkan pelaksanaan bclanja
tersebut, PPTK harus mclampirkan dokumen-dokumecen
pcndukung penggunaan anggaran dalam pelaksanaan
kegiatan tersebut. Dokumen  penggunaan  anggaran
diberikan kepada bendahara pengeluaran sebagai dasar bagi
bendahara pengcluaran untuk mcmbuat Surat
Pertanggungjawaban (SPJ).

Bendahara Pengeluaran berdasarkan dokumen yang
diberikan oleh PPTK, mencatat pelaksanaan belanja dalam :
1. Buku Kas Umum Pengeluaran

Buku Pembantu Pengeluaran Per Rincian Obyek

LN

Buku Pembantu Kas Tunai

Buku Pembantu Simpanan/ Bank

S

Buku Pembantu Pajak

Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam
melakukan pembukuan adalah :

1. Bukti transaksi belanja yang sah dan lengkap.
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2. Dokumen-dokumen pendukung lainnya sebagaimana

diatur dalam peraturan yang berlaku.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau Bendahara
Pengeluaran Pembantu dilarang mempertanggungjawabkan
bukti transaksi belanja, dokumen pendukung lainnya yang
sama lebih dari satu kali dan Bendahara Pcngeluaran
berhak untuk menolak pembayaran atas bukti transaksi
belanja  atau dokumen-dokumen pendukung lainnya

tersebult.

Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pencatatan
alas pengeluaran kas berdasarkan bukti-bukti pengeluaran
yang sah beserta perhitungan/pembayaran pajaknya yang
discrahkan oleh Pcjabat Pembuat Komitmen atau Pcjabat
Pclaksana Tecknis Kegiatan. Bendahara Pengceluaran
Pembantu mencatat pengeluaran kas ketika kondisi lunas
bayar, dimana becndahara pengeluaran pembantu telah
mclakukan pcemeriksaan  kcbenaran  bukti | pengeluaran
beserta bukti pendukung lainnya, scria keterscdiaan dana,
dan bendahara  pengeluaran pembantu mclakukan
pcmbayaran  atas  bukli  tersebult  kepada  pihak
ketiga/pelaksana/penanggungjawab sccara tunai atau non-
tunai.

l.angkah-langkah yang dilakukan bendahara pengeluran

pembantu dalam melakukan pembukuan belanja adalah:

1. Memilih transaksi belanja, di modul Belanja, mcnu
pembukuan belanja, sub menu BKU Belanja.

2. Pada bagian Buku Kas Umum, Bendahara pengeluaran
pembantu harus mcncatat tanggal lunas bayar sebagai
tanggal pcmbukuan, mengisi uraian transaksi sccara
singkat dan informatif, mengisi nomor bukti transaksi,
dan tanggal transaksi.

3. Pada bagian detail transaksi-1 jenis spj harus dipilih yaitu
UP/GU atau TU, memilih DPA yang scsuai dengan bukti

belanjanya, metode pembayaran dapat dipilih tunai atau

b
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transfer (non-tunai), dan mengisi pcnerima pembayaran
tersebut.

4. Pada bagian rincian transaksi, Bendahara pengeluaran
pembantu mengisikan jumlah sesuai dengan uang yang
dikeluarkan untuk masing-masing mata anggaran
kegiatan (MAK). Sclain itu, Rincian Pajak juga diisi sesuai
dengan bukti setor pajak beserta Nomor Tanda Bukti
Penerimaan (NTPN)

Bendahara pengeluaran pembantu  berhak  menolak
meclakukan pembayaran/pengeluaran kas jika ditemukan
bukti pengeluaran  kas/dokumen pendukung lainnya

terbukti telah dipertanggungjawabkan sebelumnya.

4) Pembukuan Pergeseran Uang
Bendahara pengeluaran pembantu dapat mencairkan
UP/GU/TU yang tcrdapat di bank ke kas tunai scsuai
dengan kebutuhan pada hari itu. Penarikan ini
dimaksudkan untuk pembayaran sccara tunai kepada pihak
ketiga/pclaksana/penanggungjawab  belanja. Pcncatatan
dilakukan scbesar jumlah yang dicairkan/digeser schagai

“pergescran uang” berikut ini :
1. Mcengisi tanggal pembukuan, yaitu: tanggal dimana
bendahara pengcluran pembantu melakukan

pergescran/mutasi uang;

2. Mengisi uraian (transaksi, yaitu: informasi tekait
transaksi secara singkal dan informatif; |

3. Mengisi Jumlah yaitu: jumlah uang yang dilakukan
pergescran;

4. Mengisi Nomor Bukti, yaitu nomor buktl pergescran
uang; |

5. Memilih jenis pergescran, antara bank ke tunai atau

tunai kc bank.

5) Pembukuan Penerimaan/Penyetoran Potongan Pajak
Bendahara  pengeluaran pembantu dapat  mencatat

pencrimaan  pajak diluar transaksi belanja. Transaksi

b
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penerimaan pajak ini merupakan kcwajiban bcndahara

pengeluaran pembantu untuk melakukan pungutan atas

pajak negara, seperti PPN dan PPh. Langkah-langkah yang
dilakukan bendahara pengeluaran pembantu adalah scbagai
berikut :

1. Memilih jenis transaksi pecnerimaan potongan pajak yang
berada di modul belanja, menu pembukuan belanja, BKU
belanja. Transaksi ini sebagai bukti pungut oleh
bendahara kepada wajib pajak.

2. Tambahkan transaksi dcngan melengkapi isian pada
bagian Buku Kas Umum, bagian detail transaksi, bagian .
rincian pajak.

3. Bendahara melanjutkan ke pencatatan pembayaran/

sctoran potongan pajak.

Pencatatan penycltoran potongan pajak dilakukan sciclah
transaksi penerimaan potongan pajak telah dilaksanakan.
Transaksi penyctoran potongan pajak ini atas kewajiban
bendahara pengeluaran pembantu untuk melakukan
penyctoran  atas pajak negara, scperti PPN dan  PPh.
Langkah-langkah yang dilakukan bendahara pengeluaran
pcmbantu adalah scbagai berikut:

1. Mcmilih jenis transaksi pcmbayaran potongan pajak
yang berada di modul belanja, mecnu pembukuan
belanja, BKU belanja. Transaksi ini scbagai bukti sctor
pajak olch bendahara pengeluaran pembantu.

2. Tambahkan transaksi dengan mclecngkapl isian pada
bagian Buku Kas Umum, bagian detail transaksi, bagian

rincian pajak.

6) Pembukuan Penerimaan/Penyetoran Sisa Belanja
Jika ditemukan kelebihan pencairan kas baik secara
mandiri oleh bendahara ataupun olch Aparal Pengawasan
Internal Pemerintah (APIP) dan pertanggungjawabannya
tclah dilakukan, maka bendahara pengeluran  pembantu
dapal mengembalikan kelebihan terscbut ke Rekening Kas

Umum Dacrah (RKUD). Pertanggungjawaban dalam hal ini
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ditandai dengan terbitnya SP2D-GU berikutnya atau SP2D-
IS atau SP2D-TU-NIHIL. Pengembalian sisa belanja pada
tahun anggaran berkenaan (CP) akan mecngurangi realisasi.
Sedangkan, pengembalian sisa belanja atas tahun anggaran
scbelumnya (PB) diakui scbagai pendapatan. Langkah -
langkah yang dilakukan olch bendahara pengeluaran
pembantu untuk mengembalikan sisa belanja atas tahun
anggaran berkenaan adalah sebagai berikut :

1. Memilih transaksi pencrimaan sisa belanja yang berada
di modul belanja, menu pcmbukuan belanja, sub menu
BKU Belanja. Transaksi ini bertujuan untuk mcembuat
bukti pcnerimaan uang oleh bendahara pengeluaran
pcmbantu kepada pihak ketiga/pclaksana/pptk

2. Tambahkan transaksi pcnerimaan sisa belanja dengan
melengkapi isian pada Buku Kas Umum, Rincian
Transaksi Kas, Rincian Transaksi.

3. Mcmilih transaksi penyctoran sisa belanja yang berada
di modul belanja, mcnu pembukuan belanja, sub menu
BKU Belanja. Transaksi ini bertujuan untuk membuat
bukti pcnyetoran uang oleh bendahara pengcluaran
pembantu ke Rekening Kas Umum Bendahara

4. Tambahkan transaksi pcnyetoran sisa belanja dengan
mclengkapi  isian pada‘ Buku Kas Umum, Rincian
Transaksi Kas, Rincian Transaksi. Dalam pcngisian
rincian transaksi kas yang perlu diperhatikan adalah
pemilihan SP2D. Khusus untuk pertanggungjawaban
Tambah Uang (TU), SP2D yang dipilih adalah SP21>-TU-
NiHIL-nya

7) Pembukuan Setoran Sisa Uang Persediaan
Pada akhir masa anggaran, bendahara pengcluaran
pembantu wajib menghitung sisa uang persediaan yang
tidak dapat di pertanggungjwabkan. Sisa kas/uang ini
dikembalikan langsung ke Rekening Kas Umum Dacrah,
baik secara tunai atau non tunai. Langkah - langkahnya

adalah scbagai berikut:
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Memilih transaksi Penyetoran Sisa Uang Persediaan
yang berada di modul belanja, menu pembukuan
belanja, sub menu BKU Belanja.

Tambahkan transaksi penyctoran sisa uang persediaan
dan isi data wajib di bagian Buku Kas Umum dan

Rincian Transaksi kas

8) Pembukuan Koreksi Pembebanan Belanja

Dalam hal bendahara pengeluaran pembantu atau Pejabat

Penatausahaan Kecuangan menemukan kesalahan dalam

pcmbebanan atas rckening belanja/mata anggaran kegialan

(MAK), maka bendahara pengeluaran pembantu dapat

mengusulkan koreksi atas pembebanan tersebut. Koreksi ini

dimaksudkan wuntuk mcrubah pembcebanan atas satu

rckening belanja (MAK) ke rckening belanja (MAK) lainnya.

Berikut langkah-langkah yang dilakukan :

1

[#3]

. SKPD melakukan pcrmohonan tertulis kepada BUD agar

meclakukan koreksi pembebanan belanja/koreksi SP2D.

. SKPD membuat usulan koreksi SP2D, yang terdapat di

modul belanja, menu SP2D sub menu korcksi SP2D.

. Tambahkan transaksi dengan memilih sp2d yang akan

dikorcksi, mengisi nomor surat, tanggal surat dan alasan

koreksi,

. Mecnambahkan transaksi Penerimaan Koreksi SP2D, yang

5.

berada di modul belanja, menu pembukuan belanja, sub
mcnu BKU belanja.
Mengisi data yang ada di bagian Buku Kas Umum, Detail

Transaksi Koreksi, Rincian Transaksi.

. Menambahkan transaksi Belanja, yang berada di modul

‘belanja, menu pembukuan belanja, sub menu BKU

belanja.

. Melengkapi data isian belanja dan memilih jenis spj

korcksi belanja.

9) Pertanggungjawaban dan Penyampaiannya

Pertanggungjawaban pengeluaran mcrupakan  proses

pertanggungjawaban scluruh pengeluaran bclanja yang
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dilakukan oleh bendahara pengeluaran pembantu dalam

rangka pelaksanaan APBD. Proscs ini mecrupakan proses

lanjutan dari proses pembukuan pengeluaran.

Pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu

terdiri dari:

a. Pertanggungjawaban penggunaan tambahan uang
perscdiaan.

b. Pertanggungjawaban fungsional.

1. Pertanggungjawaban Penggunaan Tambah Uang (TU}
Bendahara pcngeluaran pembantu mclakukan
pertanggungjawaban penggunaan TU apabila TU yang
dikelolanya telah habis/sclesai  digunakan untuk
membiayai suatu kegiatan atau telah sampai pada waktiu
yang ditcntukan scjak TU diterima.

~+Dalam meclakukan pcrianggungjawaban terscbut
dokumen yang disampaikan adalah Laporan
Pertanggungjawaban Tambahan Uang Perscdiaan.
Dokumen ini dilampirkan dcngan bukti-bukti belanja

yang sah dan lengkap.

l.angkah-langkah dalam mecmbuatl pertanggungjawaban
TU adalah sebagai berikut:
¢ Bendahara pengeluaran mengumpulkan bukti-bukti
belanja yang sah atas penggunaan tambahan uang
persediaan
s Apabila tlerdapat TU yang tidak digunakan
bendahara pengeluaran melakukan setoran ke Kas
Umum Daerah. Surat Tanda Setoran atas
penyctoran itu. dilampirkan sebagai lampiran
laporan pertanggungjawaban TU
e Berdasarkan bukti-bukli belanja yang sah dan
lengkap terscbut dan  bukti  penyctoran  sisa
tambahan uang perscdiaan (apabila tambahan uang
persediaan  melebihi belanja  yang  dilakukan)
bendahara pengecluaran merckapitulasi belanja

kedalam Laporan Pertanggung-jawaban Tambahan

§
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Uang Persediaan sesual dengan program dan
kegiatannya yang dicantumkan pada = awal
pengajuan TU

e Laporan pertanggungjawaban terscbut kemudian
diberikan kepada Kuasa Pengguna
Anggaran/Pengguna  Anggaran melalui PPK-
KPA/PPK-SKPD

s PPK-KPA/PPK SKPD kemudian melakukan verifikasi
atas pertanggung-jawaban yang dilakukan olch
bendahara pengeluaran pembantu.

* Kuasa Pengguna Anggaran/Pcngguna Anggaran
kemudian menandatangani laporan

pertanggungjawaban TU scbagai bentuk pengesahan

2. Pertanggungjawaban Fungsional
Pertanggungjawaban fungsional dibuat olch bendahara
pengeluaran  pembantu dan  disampaikan  kepada
bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan
berikutnya. Pertanggungjawaban fungsional tersebut
berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dilampiri dengan:
e Buku Kas Umum

e Laporan Penutupan Kas

Pertanggungjawaban fungsional pada bulan terakhir tahun
anggaran disampaikan paling lambat 5 hari kerja scbelum
hari kerja terakhir bulan tersebut. Perlanggungjawaban

terscbut dilampiri bukti setoran sisa uang persediaan.

E. Perintah Membayar oleh Pengguna Anggaran
Apabila dokumen SPP  dinyatakan lengkap dan sah, pcngguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM-. Jika tdak
lecngkap pengguna anggaran/kuasa pengguna  anggaran menolak
menerbitkan SPM. Dalam hal Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran berhalangan dapal menunjuk pejabat yang diberi wewenang

untuk menandatangai SPM.
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Pcnerbitan SPM yang telah dinyatakan lengkap paling lama 2 (dua) hari
kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPP. Penolakan SPM paling
lama 1 (satu} har kerja scjak dilerimanya pengajuan SPP, jika SPP
tersebut tidak lengkap.

SPM yang telah diterbitkan dapat diajukan kcpada Kuasa BUD untuk
penerbitan  SP2D. Penatausahaan pengeluaran perintah membayar
dilaksanakan olch PPK-SKPD. Setelah tahun anggaran berakhir,
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dilarang mencrbitkan

SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan.

Dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencerbilan SP2D atas

perintah membayar olch Pengguna Anggaran terdiri dari:

1. Surat Perintah Mcmbayar (SPM) yang telah disahkan oleh Pengguna
Anggaran

2. Menyerahkan lembar pernyataan  Pengguna  Anggaran  yang
menyatakan bahwa dokumen SPP dan kelengkapannya sudah
diverikasi dan dinyatakan lengkap olch PPK-SKPD. Format pernyataan
Pengguna Anggaran scbagaimana terlampir pada peraturan ini.

3. Menunjukkan dokumen SPP dan kclecngkapannya scbagaimana angka
2 (dua) dan sclanjutnya dokumen terscbut disimpan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku  untuk kelengkapan administrasi dan
keperluan pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah pada
masing-masing SKPD

4. Mcnyerahkan id-billing pajak yang masih berlaku untuk SPM-LS

F.Batasan Maksimal Kas Tunai di Brankas Bendahara Pengeluaran
SKPD
Bcndahara pengeluaran SKPD yang telah mencairkan SP2D UP/GU/TU
dibcrikan ketentuan baaksimal untuk kas tunai yang dimilikinya sclinggi-

tingginya scbesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

G.Tata Cara Penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ} Belanja
Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan
Pengeluaran Pembiayaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati

Situbondo yang diterbitkan setiap tahun
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H.Prosedur Pengelolaan Belanja Gaji PNS

Pencetakan daftar gaji PNS dilaksanakan secara sentral oleh BPKAD
untuk  menjamin keakuratan data, ketepatan dan kecepatan dalam
proses pencetakan daftar gaji.
1. SKUMPTK / MODEL DK

Setiap PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo wajib

memperbarui  Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran

Tunjangan Keluarga (SKUMPTK) sctiap akhir tahun anggaran ( bulan

desember tahun berkenaan ) untuk pelaksanaan updating data gaji

PNS.

Beberapa hal yang perlu  diperhatikan terkait dengan tunjangan

isteri/suami dan tunjangan anak scbagai berikut :

a. Tunjangan isteri/suami adalah tunjangan yang diberikan kcpada
Pegawai Negeri Sipil yang beristeri/bersuami dengan ketentuan
scbagai berikut :

1} Diberikan untuk 1 (satu) isteri/suami PNS yang sah;

2) Tunjangan isteri/suami diberhentikan pada bulan berikutnya
sciclah terjadi perceraian atau meninggal dunia;

3} Untuk memperolch tunjangan isteri/suami harus dibuktikan
dengan surat nikah/akta nikah dari Kantor Urusan Agama
atau Dinas Administrasi Kcpendudukan dan Pencatatan Sipil.

b. Tunjangan Anak adalah tunjangan yang dibcrikan kepada Pegawai
Negeri Sipil yang mempunyai anak (anak kandung, anak tiri dan
anak angkat) dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Untuk memperoleh tunjangan anak harus dibuktikan dengan
Surat Keterangan Kclahiran dari Dinas Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Surat Keputusan
Pengadilan Negeri untuk anak angkat;

2} Belum melampaui batas usia 21 tahun;

3} Tunjangan anak diberikan maksimal untuk 2 {dua)} orang
anak

4) Tunjangan anak angkat hanya diberikan untuk 1 {satu) orang
anak angkat;

5) Tidak mcnikah/bclum pernah menikah;

6) Tidak mempunyai penghasilan sendiri;

7) Nyata  menjadi tanggungan  Pecgawai  Negerl yang

bersangkutan;
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8) Batas usia anak dapat dipcrpanjang dari usia 21 tahun
sampai usia 25 tahun apabila anak tcrsebut masih
bersekolah/kuliah dengan meclampirkan surat keterangan
masih sekolah / kuliah;

9} Dalam hal pegawai negeri pada tanggal 1 Maret 1994 telah
memperoleh tunjangan anak untuk lebih dari 2 (dua) orang
anak, kepadanya tetap diberikan tunjangan anak untuk
jumlah menurut keadaan pada tanggal tersebut. Apabila
sctelah tanggal tersebut jumlah anak yang memperoleh
tunjangan anak berkurang karcna menjadi dewasa, kawin
atau meninggal, pengurangan tersebut tidak  dapat
digantikan, kecuali jumlah anak menjadi kurang dari 2 (dua).

c. Sural Keterangan Untuk Mcndapatkan Pembayaran Tunjangan
Keluarga (SKUMPTK) / Modcel DK tersebut disampaikan ke Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daecrah Cq. Seksi Belanja Pegawai
dan Dana Transfer.

d. Apabila dalam tahun berjalan terdapat perubahan data tunjangan
kcluarga diakibatkan adanya perceraian atau meninggal dunia
1steri/suami PNS atau adanya pengurangan anak lertanggung,
maka yang bersangkutan wajib melapor dengan membuat

SKUMPTK / Model DK yang sesuai dengan kcadaan sebenarnya.

2. Pencetakan Daftar Gaji
Pencctakan daftar gaji induk dilakukan setiap bulan berdasarkan
usulan SKPID dengan menyerahkan rekap jumlah pcgawai
pergolongan, jumlah tunjangan keluarga dan surat pengantar mutasi
gaji ( SK Berkala, SK Pangkat, Surat Nikah, Akte Kelahiran, Surat
Cerai dan Surat Kematian yang diligalisasi oleh pejabat berwenang )
yang discrahkan paling lambat tanggal 10 sctiap bulannya. Untuk
pencelakan daftar kekurangan gaji dilakukan atas usulan SKPD yang
dikarenakan adanya keterlambatan terbitnya SK kcpegawaian { SK
Pangkat, SK Berkala dll ) atau adanya pembayaran gaji terusan.
Pengajuan pencetakan daftar kekurangan gaji harus melampirkan
sural pcngahtar beserta SK yang diligalisasi olch pejabal berwcenang

yang diserahkan paling lambal tgl S sctliap bulannya.
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3. Tata Cara Penyetoran PFK Gaji
SP2D Gaji yang diterbitkan oleh BUD sectiap bulannya diterima olch
bendahara pengeluaran yang bersifat netto scdangkan potongan PFK
Gaji langsung masuk ke rekening PFK Gaji No rekening 0291000088.
Penyetoran PFK Gaji melalui SSP, id-billing simponi dan BG yang
dilecngkapi dcngan rincian rekening PFK berserta surat kuasa yang
ditandatangani oleh BUD / Kuasa BUD. Adapun id-billing yang tclah
divalidasi oleh bank jatim selanjutnya disampaikan ke PT. TASPEN

Jember, BPJS Banyuwangi dan Bapertarum Jakarta.



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

BUKU KAS UMUM
PERIODE :
SKPD : _nama_skpd_
Pengguna Anggaran ; _hama_pengguna_anggaran_
Bendahara Penerimaan : _nama_bendahara_penerimaan_
No BKU / Penerimaan Penyetoran
No | Tanggal Kode Uraian
Rekening Rp. Rp.
1 2 3 4 5 6
No. BKU : %xx -
KXXAXAX XHRAK
Jumiah Periode Ini XXNX X0
Jumiah s/d. Sebelum Periode Ini XXX
Jumlah s/d. Periode Ini XXKX XRXX
Sisa Kas
Pada hari ini tanggal
Oleh kami didapat dalam kas
Terdid dari :
Tunai Rp.
Saldo Bank Rp.
Lain-Lain Rp.
Mengetahui Situbondo,
Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan
SIRKA-SITUBONDO Bukit Kas Umum Penetimaan - _igl_cotak_dku_ Hal. 1/




PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

BUKU KAS UMUM
PERIODE :
SKPD . Dooova] SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH v
Pejabat Pengelola Keuangan
Bendahara Penerimaan
No BKU/ Penerimaan Penyetoran
No | Tanggal Kode Uratan
Rekening Rp. Rp.
1 2 3 4 5 6
1 No. BKU : xx
YXKIOKX KXAARXX
2
3
4
5
6
Jumiah Periods Ini X000 XXKK
Jumizh s/d. Sebelum Periode ini XXX
Jumiah sfd. Periode Ini XXX o
Sisa Kas
Pada hari ini tanggal
Qleh kami didapat dalam kas AXXX
_dalam_angka_
Terdiri dari :
Tunal Rp. 300K
Saldo Bank Rp. -
Lain-Lain Rp. -
Mengetahui Situbondo,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Bendahara Penerimaan
SIRKA-SITUBONDO Buku Kss Umum Penerimaar -_langgol_ocetak_biu_ Hal. 111




PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN
PERIODE : XxXX sampai dengan xxxx
SKPD : SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
No.BKU/
No. | Tanggal | Rekening Uraian Pan(el;[;;aan Pen?;Ipu.l’aran S(;I;I;)
1 2 3 4 5 6 7
Saldo Periods Lalu 0,00
Jumlah Periode Ini : 0,00 0,00 0,00
Jumlah s/d. Periode Lalu 0,00 0,00 0,00
Jumlah Semua sid. Periode ini : 0,00 0,00 0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 0,00
Terbilang :  Nihit
Terdiri dari :
a. Tunai Rp. 0,00
b. Simpanan/Bank Rp. 0,00
c. Sural Berharga/Kwitansi Rp. 0,00
d. Panjar Rp. 0,00
Jumiah Rp. 0,00
Dailam Proses SP2D Rp. 0,00
Mengetahui, Situbondo, fanggak-bllan-tahun
PENGGUNA ANGGARAN , BENDAHARA PENGELUARAN
NAMA NAMA
NIP NIP
SIRKA-SITUBONDO

Halaman:1/ 1
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PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

LAPORAN POSISI KAS DAERAH

Per Periode : ........ccone....
I. SALDO AWAL KAS PERIODE INI, Rp 0,00
TERDIRI DARI
1. Uang Kas Daerah Rp 0,00
2. Sisa Uang Pihak 1ll Rp 0,00
ii. PENERIMAAN PERIODE INI
1.PAD Rp 0,00
2. Dana Perimbangan Rp 0,00
3. Lain-lain pendapatan yang sah Rp 0,00
4. Contra Pos Rp 0,00
5. Taspen, Taperum, PPh Rp 0.00
6. Penerimaan Pernbiayaan Rp 0,00
7. Penerimaan Sisa UP/TU/Saldo Awal Rp 0,00
’ Jumiah Penerimaan 0 e Rp 0,00
Jumlah Saldo s/d. Tgl. . Rp . 0,00
. DIKURANGI PENGELLUARAN
1. Non Gaji Rp 0,00
2. Dana Alokasi Khusus {DAK) Rp 0,00
3, Gaji Rp 0,00
4. Pengeluaran Uang Pihak Il Rp 0,00
5. Pengeluaran Pembiayaan/Penutupan Silpa Rp 0,00
6. SP20-UP/TUKNIHIL) Rp 0,00
Jumlah Pengeluaran e Rp 0,00
SALDOKAS (BIX)TGL.  cevececrerrseversnns Rp 0,00 |
IV. SISA DAFTAR PENGUJI / SP2D YANG BELUM DICAIRKAN
1.NonGajisidtanggal =000 . Rp
2.Gajisfdtanggal 0000 s Rp
Jumiah Sisa Daftar Penguji = .oeceecerrenreecnnns Rp
V. UANG PIHAK Ill
Penerimaan s/d tanggal Rp 0,00
Telah disetor s/dtanggal @ 0 e Rp 0,00 )
SisaBelumDisetor . Rp 0,00
SALDO KAS BERSIH PADA AKHIR PERIODE INI Rp

*} Keterangan :

No Nama Account Jumlah

1 |Pemerintah Kabupaten Situbondo (Bank 0,00
Pambangunan Daerah Jatim 0291000011)

2 |Pemkab Situbondo (Y'Y X0000CK) 0.00
3 {Pemkab Situbondo (YY XO000CY} 0,00
4 |Pemkab Situbondo 0,00
5 |Pemkab Situbondo 0,00
6 |dst... 0,00
7 |TUNAJ 0,00
TOTAL 0,00
SELISIH 0,00

Situbondo, tanggakbulan-Tahun

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

Nama terang
NIP.

SIRKA-SITUBONDO

Hal‘t!1u
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PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG
~ SPP-GU

Nomor :

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth,
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

_nama_satuan_kerja_perangkat_daerah_

Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Nomor XX Tahun XXXX tentang Penjabaran APBD, bersama inl kami mengajukan
Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan sebagai berikut :

a Urusan Pemerintahan : _nama_urusan_satuan_kerfa_perangkat_daerah_
b SKPD : _satuan_kerja_perangkat_daerah_
¢. Tahun Anggaran TOXXXX

d Dasar Pengeluaran SPD Nomor

¢ Jumlah Sisa Dana SPD : Rp.  x0exxx {Belanja Langsung}
Terbilang :
f. Nama Bendahara Pengeluaran . _nama_bendahara_
g Jumlah Pembayaran Yang Diminta : Rp. 0000
Terbilang :
h Nama Bank : Bank Pembangunan Daerah Jatim
No Rekening Bank 1000 AN
Situbondo,

Bendahara Pengeluaran

SIRKA-SITUBONDO _tgl_cetak_dok_ Hal 1 /5 @




PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
_nama_satuan_kerja_perangkat_daerah_

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-GU

Nomor :

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP -GU) yang kami ajukan sebesar :

Rp  XOX000000KX

Untuk keperiuan SKPD _nama_satuan_kerfa_perangkat_daerah_ Tahun Anggaran XXXX, dengan ini
menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Jumlah Ganti Uang Persediaan (GU) tersebut diatas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang
akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD,

2. Jumlah Ganti Uang Persediaan (GU) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengelusran-pengeluaran yang
menurut ketentuan yang berlaku harus ditakukan dengan Pembayaran Langsung (LS).

Demikian Surat P'emyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPP-GU SKPD kami.

Situbondo,
Pengguna Anggaran

SIRKA-SITUBONDO _tgl_cetak_dok_ Hal 2 /5 ﬂ




PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANT!I UANG

SPP-GU

Nomor :

RINGKASAN

RINGKASAN DPA-/DPPA-[DPAL-SKPD

Jumiah dana DPA-SKPD / DPPA-SKPD / DPAL-SKPD i () | Rp | Y0000
RINGKASAN SPD
No. Urut Nomor SPD Tanggal SPD Jumlah Dana
JUMLAH () |Rp
Sisa dana yang belum di SPD-kan (-} |Rp
RINGKASAN SP2D
SP2D Peruntukan GU
SP2D Peruntukan TU
SP2D Peruntukan LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan
5P2D Peruntukan LS Pengadaan Barang dan Jasa
SP2D Peruntukan Honorarium )
JUMLAH | () |Rp
Sisa SPD yang telah diterbitkan, belum dibelanjakan | (i-f) | Rp
Situbondo,

Bendahara Pengeluaran

SIRKA-SITUBONDO

_tgl_cetak_dok_




SPP-GU

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN

Nomor :

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN DANA

No. Kode Rekening Uraian Jumlah
TOTAL
Terbilang :
Situbondo,
Bendahara Pengeluaran
SIRKA-SITUBONDO _tgl_cetak_dok_




PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Nomor :
Atas SPJ Nomor ;

SKPD :  _nama_skpd_
Kode SKPD :  _kode_skpd_

Yang bertanda tangan dibawah ini Pengguna Anggaran _nama_satuan_kerja_perangkat_daerah_ pada Pemerintah

Kabupaten Situbondo, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh

Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak menerima, dengan perincian sebagai berikut :

No BKU/ | Sub Keglatan/ Uralan/ No Pajak Dipungut
Kode Nama Rekening Penerima Tanggal leta.nsl Jumlah Jumtiah Total
Rek. PPn PPh
TOTAL
Terbilang :

Bukti-bukti belanja tersebut diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada _nama_skpd_

Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk kelengkapan Administrasi dan Keperiuan Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional.

Situbondo,
Pengguna Anggaran

SIRKA-SITUBONDO _tgl_cetak_dok_ Hal5/5 D




PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG
SPP-GU-NIHIL

Nomor :

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

_nama_skpd_
Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Nomor XX Tahun 20XX tentang Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan
Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan sebagai berikut :

a Urusan Pemerintahan
b SKPD
c. Tahun Anggaran 1 20XX

d Dasar Pengeluaran SPD Nomor

e Jumlah Sisa Dana SPD D Rp. 00000 (Belanja Langsung)

Terbilang :

f. Nama Bendahara Pengeluaran

g Jumlah Pembayaran Yang Diminta : Rp. 0000
Terbilang :
h Nama Bank
No Rekening Bank

Situbondo,

Bendahara Pengeluaran

SIRKA-SITUBONDO _tgl_cetak_dok_ Hal 1/5 0



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG
SPP-GU-NIHIL

Nomor :

RINGKASAN

RINGKASAN DPA-/DPPA-/[DPAL-SKPD

Jumlah dana DPA-SKPD / DPPA-SKPD / DPAL-SKPD | ) l Rp | XH00OK
RINGKASAN SPD
No. Urut Nomeor SPD Tanggal SPD Jumiah Dana
JUMLAH W} |Rp JORKXX
Sisa dana yang belum di SPD-kan (-} |Rp
RINGKASAN SP2D
SP2D Peruntukan GU
SP20 Peruntukan TU

SP2D Peruntukan LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan

SP2D Peruniukan LS Pengadaan Barang dan Jasa
SP2D Peruntukan Honorarium

JUMLAHR (ny \Rp

Sisa SPD yang telah diterbitkan, belum dibelanjakan | (i) | Rp

Situbondo,

Bendahara Pengeluaran

SIRKA-SITUBONDO _tgl_cetak_dok_ Hal2/5 m



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN
SPP-GU-NIHIL

Nomor :

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN DANA

No. Kode Rekening Uraian Jumiah

TOTAL

Terbilang :

Situbondo,

Bendahara Pengeluaran

SIRKA-SITUBONDO _fgl_cetak_dok_ Hal 3/5 w



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
(SPP-GU)

SKPD

Kode SKPD

Nomor :

Atas SPJ Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini Pengguna Anggaran _nama_skpd_ pada Pemerintah Kabupaten Situbondo, menyatakan
bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran kepada yang
berhak menerima, dengan perincian sebagai berikut :

No BKU/ | Sub Kegiatan/ Uraian/ No Pajak Dipungut
Kode Nama Rekening Penerima Tanggal Kwita-nsl Jumtah Jumiah Total -
Rek. PPn " PPh
SIRKA-SITUBONDO _tgl_cetak_dok_ Hal 4 /5 0



No BKU/ | Sub Kegiatan/ Uraian/ No. Pajak Dipungut

Kode Nama Rekening Penerima Tanggal . Jumiah Jumlah Total
Rek. Kwitansi PPn PPh

Terbilang :

Bukti-bukti belanja tersebut diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten
Situbondo untuk kelengkapan Administrasi dan Keperluan Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional.

Situbondo,
Pengguna Anggaran

SIRKA-SITUBONDO Hal 5/5 u




PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA
(SPP-LS-BARANG DAN JASA)

Nomor :
SURAT PENGANTAR
Kepada Yth.
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
_mama_skpd_
Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Nomor XX Tahun 20XX tentang Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan
Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa sebagai berikut :

a Urusan Pemerintahan

b SKPD

¢. Tahun Anggaran 1 20XX
d Dasar Pengeluaran SPD Nomor

e Jumiah Sisa Dana SPD T Rp. 00000 (Belanja Langsung)

Terbilang :

f. Nama Bendahara Pengeluaran

g Jumlah Pembayaran Yang Diminta : Rp.  XXOOMXXXXXX
Terbilang :
h Nama Bank
No Rekening Bank
Mengetahui, Situbondo,
Pejabat Pelaksana Teknis Keglatan Bendahara Pangeluaran _

SIRKA-SITUBONDO _tghcetak-dok_ Hal1/ 6 u



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
_NAMA_SKPD_
SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-LS BARANG DAN JASA

Nomor :

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung Barang dan Jasa (SPM-LS BARANG DAN JASA) yang kami ajukan
sebesar :

Rp  XOXXXXXXX

Untuk keperluan SKPD _nama_skpd_ Tahun Anggaran 20XX, dangan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Pembayaran Langsung tersebut untuk Program , Kegiatan

2. Jumlah Belanja Langsung tersebut dipergunakan untuk membayar tagihan pihak ketiga sesual psrjanjian / kontrak keriarl
surat perintah kerja yang telah dilaksanakan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pemyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-LS BARANG DAN JASA SKPD kami,

Situbondo,
Pengguna Anggaran

SIRKA-SITUBONDO —tal_cetak_dok_ Hal2/ 6 U



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA
(SPP-LS-BARANG DAN JASA)

Nomor :

RINGKASAN

RINGKASAN KEGIATAN

1. Program
2, Kegiatan
3 Nomor dan Tanggal DPA/DPPA/DPAL-
4. Nama Perusahaan
5. Bentuk Perusahaan
6. Alamat Perusahaan
7. Nama Pimpinan Perusahaan
8. Nama dan Nomor Rekening Bank
9. Nomor Kontrak
10.  Kegiatan Lanjutan
11. Waktu Pelaksanaan Kegiatan
12. Termin Pembayaran
13. Status Pekerjaan
14, Deskripsi Pekerjaan
RINGKASAN DPA-/DPPA-IDPAL-SKPD
Jumish dana DPA-SKPD / DPPA-SKPD / DPAL-SKPD | () l Rp |
RINGKASAN SPD
No. Urut Nomor SPD Tanggal SPD Jumiah Dana
JUMLAH ) |Rp
Sisa dana yang belum dl SPD-kan () |Rp
RINGKASAN SP2D
SP20 Peruntukan GU
SP2D Peruntukan TU
SP2D Peruntukan LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan
SP2D Peruntukan LS Pengadaan Barang dan Jasa
SP2D Peruntukan Honorarium
JUMLAH | (I} |Rp

SIRKA-SITUBONDO _tgl_cetak_dok_ Hal3/ 6 u




Sisa SPD yang telah diterbitkan, belum dibelanjakan

(Il | Rp

Mengetahui,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Situbondo,

Bendahara Pengeluaran

SIRKA-SITUBONDO

_lgl_cetak_dok_

Hal4/ 6




PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA
(SPP-LS-BARANG DAN JASA)

Nomor :

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN DANA

No DPA

Nama Keglatan

Nama Sub Kegiatan
No. Kode Rekening Uraian Jumilah
TOTAL
Terbilang :
Situbondo,

Mengetahui,

Bendahara Pengeluaran
Pejabat Pelaksana Teknis Keglatan

SIRKA-SITUBONDO " _tgl_cetak_dok_ Hal 6/ 6



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
(SPP-LS-BARANG DAN JASA)

Nomor :

SKPD

Kode SKPD
Nomor DPA
Tanggal

Program

Kegiatan :
Tahun Anggaran : 20XX

Yang bertanda tangan dibawah ini Pengguna Anggaran _nama_skpd_ pada Pemerintah Kabupaten Situbondo,

menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran -
kepada yang berhak menerima, dengan perincian sebagai berikut :

Kode No. Pajak Dipungut
Rekening Uraian/Nama Rekening Penerima Tanggal | Kontrak Jumlah Jumiah Total
‘ PPh PPN
[ TOTAL
Terbilang :

Bukti-bukti belanja tersebut diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada _nama_skpd_ Pemerintah Kabupaten
Situbondo untuk kelengkapan Administrasi dan Keperluan Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional.

Situbondo,
Pengguna Anggaran

SIRKA-SITUBONDO _tgl_cetak_dok_ HalG/ 6




PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGAN

(SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN)
Nomor ;
SURAT PENGANTAR
Kepada Yth.
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
_nhama_skpd_
Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Nomor XX Tahun XXXX tentang Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan
Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan seb_agai berikut :

a Urusan Pemerintahan

b SKPD

¢. Tahun Anggaran v 20XX

d Dasar Pengeluaran SPD Nomor

e Jumiah Sisa Dana SPD : Rp. X000 {Belanja Tidak Langsung)
Terbilang :

f.  Untuk Keperluan Bulan

g Nama Bendahara Pengeluaran

h Jumiah Pembayaran Yang Diminta i Rp.  2000{XX

 Terbilang ;

i. Nama Bank

No Rekening Bank

Situbondo,

Bendahara Pengeluaran

SIRKA-SITUBONDO _lol_cetak_dok_ Hal1/ 6

8



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

_NAMA_SATUAN_KERJA_PERANGKAT_DAERAH_
SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-L.S-GAJI-TUNJANGAN

Nomor :

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) yang kami
ajukan sebesar .

Rp  30000¢xxX

Untuk keperluan SKPD _nama_skpd_ Tahun Anggaran XXXX, dengan ini menyatakan dengan sebenarmya bahwa :
1. Pembayaran Langsung tersebut untuk pembayaran gaji dan tunjangan di bulan Tahun 20XX.

2. Jumlah Belanja Langsung tersebut dipergunakan untuk membayar gaji dan tunjangan sesuai perundang-undangan yang
berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN SKPD kami.

Situbondo,
Pengguna Anggaran

SIRKA-SITUBONDO _tgl_cefak_dok_ Hal 2/ 6




PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGAN
(SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN)

Nomor :

RINGKASAN

RINGKASAN DPA-/DPPA-/IDPAL-SKPD

Jumiah dana DPA-SKPD / DPPA-SKPD / DPAL-SKFD | ) | Rp | 3OO0
RINGKASAN SPD
No. Urut ' Nomor SPD Tanggal SPD Jumlah Dana
JUMLAH ) |Rp KX
Sisa dana yang belum di SPD-kan (i) (Rp 200000
RINGKASAN SP2D
SP2D Peruntukan GU . 00K
SP2D Peruntukan TU XXHXK
SP2D Peruntukan LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan 300000%
SP2D Peruntukan LS Pengadaan Barang dan Jasa 20000
SP2D Peruntukan Honorarium
JUMLAH | (1) |Rp 20000000
Sisa SPD yang telah diterbltkan, belum dibelanjakan | (li-i]) | Rp 30000000
Situbondo,

Bendahara Pengeluaran

SIRKA-SITUBONDO _tgl_cetak_dok _ Hal3/ 6



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGAN
(SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN)

Nomor :

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN DANA

No. Kode Rekening Uralan Jumiah
TOTAL
Terbilang :
Situbondo,
Bendahara Pengeluaran
SIRKA-SITUBONDO _tgl_celak_dok_ Hald4/ &




PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

(SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN)

SKPD

Kode SKPD
Nomor DPA
Tanggal
Program
Kegiatan

Nomor :

_hama_skpd_

DPA SKPD Belanja Tidak Langsung

Tahun Anggaran : 20XX

. Yang bertanda tangan dibawah ini Pengguna Anggaran _nama_SKPD_ pada Pemerintah Kabupaten Situbondo, menyatakan

bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar iunas oleh Bendahara Pengeluaran kepada yang
berhak menerima, dengan perincian sebagai berikut

Kods No. Pajak Dipungut
Rekening Uralan/Nama rekening Penerima Tanggal | Kwitansl Jumlah Jumlah Total
PPh PPn
SIRKA-SITUBONDO _lgl_cetak_dok_ Hal5/ &




Kode . No. Pajak Dipungut
Rekering Uralan/Nama rekening Penerima Tanggal | Kwitansl Jumlah Jumlah Total
PPh PPn
TOTAL
Terbilang ;

Bukti-bukti belanja tersebut diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada _nama_skpd_ Pemerintah Kabupaten
Situbondo untuk kelengkapan Administrasi dan Keperluan Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional.

Situbondo,
Pengguna Anggaran

Hal6/ 6

SIRKA-SITUBONDO



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG KE BENDAHARA PENGELUARAN

Nomor :
SURAT PENGANTAR
Kepada Yth.
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
_hama_shpd_
Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Nomor XX Tahun 20XX tentang Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan
Surat Permintaan Pembayaran Langsung Ke Bendahara Pengeluaran sebagai berikut :

a Urusan Pemerintahan

b SKPD

c. Tahun Anggaran ’ T 20XX

d Dasar Pengeluaran SPD Nomor

e Jumiah Sisa Dana SPD T Rp.  X00O0004 {Belanja Langsung)
Terbilang

f. Nama Bendahara Pengeluaran

g Jumlah Pembayaran Yang Diminta D Rp. X000
Terbilang
h Nama Bank . Bank Pembangunan Daerah Jatim
No Rekening Bank
Mengetahui, Situbondo,

Pejabat Pelaksana Teknis Keglatan Bendahara Pengeluaran

SIRKA-SITUBONDOQ _tgl_cetak_dok_ Hal1/6




PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
_NAMA_SATUAN_KERJA PERANGKAT DAERAH_
SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPM-LS HONORARIUM

Nomor :

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung ke Bendahara Pengeluaran (SPM-LS HONORARIUM) yang kami
ajukan sebesar :

Rp  X00000(
Untuk keperiuan SKPD _nama_skpd_ Tahun Anggaran 20XX, dengan ini menyatakan dengan sebsnamya bahwa :

1. Pembayaran Langsung tersebut untuk Program . Kegiatan
Tahun Anggaran 20XX.

2. Jumlah Belanja Langsung tersebut dipergunakan untuk Pembayaran
Bulan Tahun 20XX Kegiatan Pada _nama_skpd_

Demikian Surat Pemyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-LS HONORARIUM SKPD kami.

Situbondo,
Pengguna Anggaran

SIRKA-SITUBONDO _tg!_cetak_dok_ Hai 2 /6




PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG HONORARIUM
(SPP-LS-HONORARIUM)

Nomor :
RINGKASAN
RINGKASAN KEGIATAN
1. Program
2. Kegiatan
3. No dan Tgl DPA/DPPA/DPAL-SKPD
4, Nama SKPD
5. Nama Bendahara -
6. Nama dan No Rek. Bank : Bank Pembangunan Daerah Jatim, No Rek. JOO00(XX a/n Bendahara
7. Kegiatan Lanjutan
8. Waktu Pelaksanaan Kegiatan : K
9. Status Pekerjaan
10 No / Tanggal SK
11. Perihal SKP
12. Deskripsi Pekerjaan
RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD
Jumlah dana DPA-SKPD / DPPA-SKPD / DPAL-SKPD l {0 l Rp | 000X
RINGKASAN SPD
No. Urut Nomor 8PD Tanggal SPD Jumtah Dana
JUMLAH (i |Rp 000K,
Sisa dana yang belum dl SPD-kan () |Rp XKXXX
RINGKASAN §P2D
SP2D Peruntukan GU/ 000K
SP2D Peruntukan TU KX
SP2D Peruntukan LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan JOUKKXK
| SP2D Peruntukan LS Pengadaan Barang dan Jasa KX
SP2D Peruntukan Honorarium 00
JUMLAH (M |Rp xxxx

&

SIRKA-SITUBONDO _tgl_cetak_dok_ Hal 3 /6




Sisa SPD yang telah diterbitkan, belum dibelanjakan

(I-i1h)

Rp

Mengetahui,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Situbondo,

Bendahara Pengeluaran

SIRKA-SITUBONDOQ

_lgl_cetak_dokumen_

Hal 4 /6




PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG KE BENDAHARA PENGELUARAN

Nomor :

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN DANA

No DPA

Nama Keglatan

No. Kode Rekening

Uralan

Jumlah

TOTAL

Terbilang : Enam Juta Rupiah

Mengetahui,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

. Situbondo,

Bendahara Pengeluaran

SIRKA-SITUBONDO _tgl_cetak_dok_

Hal 5 /6




PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
(SPP-LS-HONORARIUM)

Nomor :

SKPD

Kode SKPD

Nomor DPA

Tanggal

Program

Kegiatan :

Tahun Anggaran T 20X

Yang bertanda tangan dibawah ini Pengguna Anggaran _nama_skpd_ pada Pemerintah Kabupaten Situbondo,

menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran

kepada yang berhak menerima, dengan perincian sebagai berikut :

Kode No. Pajak Dipungut
Rekening Uraian/Nama Rekening Penerima Tanggal | Kwitansi Jumlah Jumiah Total
Potongan Jenis
TOTAL | |
Terbilang :

Bukti-bukti belanja tersebut diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada _nama_skpd Pemerintah Kabupaten
Situbondo untuk kelengkapan Administrasi dan Keperluan Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional.

Situbondo,
Pengguna Anggaran

SIRKA-SITUBONDO _tgl_cetak_doi_ Hal 6 /6




PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG
(SPP-TU)

Nomor :

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

nama_satuan_kerja_perangkat_daerah_

Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Nomor xx Tahun xxxx tentang Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan
Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan sebagai berikut :

a Urusan Pemerintahan
b SKPD
¢. Tahun Anggaran 1 20XX

d Dasar Pengeluaran SPD Nomor

e Jumlah Sisa Dana SPD : Rp. 200X (Bslanja Langsung)
Terbilang :

f. Nama Bendahara Pengeluaran

g Jumlah Pembayaran Yang Diminta 1 Rp. ook
Terbilang :
h Nama Bank . Bank Pembangunan Daerah Jatim
No Rekening Bank 1 xoxx AN
Situbondo,
Bendahara Pengeluaran
SIRKA-SITUBONDO _igl_cetak_dokumen_ Hal1/ 4



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
_NAMA_SKPD_
SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-TU

Nomor :

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP -TU) yang kami ajukan sebesar ;

Rp  XXXXX

Untuk keperluan SKPD _nama_skpd_ Tahun Anggaran XXXX, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya hahwa

1. Jumlah Tambahan Uang Persediaan (TU) tersebut diatas akan dipergunakan untuk keperluan khusus guna membiayai
kegiatan yang tidak dapat ditunda.

2. Jumiah Tambahan Uang Persediaan (TU) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang
menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan Pembayaran Langsung (LS).

Demikian Surat Pemyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPP-TU SKPD kami,

Situbondo,
Pengguna Anggaran

SIRKA-SITUBONDO _fgl_cetak_dok_ Hal2/ 4



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG
(SPP-TU)

Nomor :

RINGKASAN

RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD

Jumiah dana DPA-SKPD / DPPA-SKPD / DPAL-SKPD [ 7 |Rp | OOKX

RINGKASAN SPD

No. Urut Nomor SPD Tanggal SPD Jumiah Dana

JUMLAH | m |Rp

Sisa dana yang belum di SPD-kan () Rp

RINGKASAN SP2D
SP2D Peruntukan GU 2000¢
SP2D Peruntukan TU 20000
SP20 Peruntukan LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan X00¢
SP2D Paruntukan LS Pengadaan Barang dan Jasa e
SP20D Peruntukan Honorarium
JUMLAH (i} |Rp 20000
Sisa SPD yang telah ditarbitkan, belum dibelanjakan | {iI-ll) | Rp 200X
Situbondo,
Bendahara Pengeluaran
SIRKA-SITUBONDO _tgl_cetak_dok_ Hal3/ 4



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG
(SPP-TU)

Nomeor :

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN DANA

No DPA

Nama Kegiatan

Nama Sub Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

No. Kode Rekening Uralan Jumlah
TOTAL
Terbilang :
Situbondo,

Bendahara Pengeluaran

SIRKA-SITUBONDO _tgl_cetak_dok_ Hal4/ 4



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG

(SPP-TU-NIHIL)
Normor :
SURAT PENGANTAR
Kepada Yth.
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
_nama_skpd_
Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Nomor XX Tahun 20XX tentang Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan
Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan sebagai berikut :

a Urusan Pemerintahan
b SKPD
¢. Tahun Anggaran P 20XX

d Dasar Pengeluaran SPD Nomor

e Jumlah Sisa Dana SPD 1 Rp.  XO00XX (Belanja Langsung)
Terbilang :

f. Nama Bendahara Pengeluaran

g Jumlah Pembayaran Yang Diminta ¢ Rp. XXX
Terbilang :
h Nama Bank
No Rekening Bank
Situbondo,
Bendahara Pengeluaran
SIRKA-SITUBONDO —tgl_cetak_dok_ " Hal1/5



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG
(SPP-TU-NIHIL)

Nomor :

RINGKASAN

RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD

Jumlah dana DPA-SKPD / DPPA-SKPD / DPAL-SKPD | 7] lRp | YO0
RINGKASAN SPD
No. Urut Nomor SPD Tanggal SPD Jumiah Danz
JUMLAH (M |Rp bieie

Slsa dana yang belum dif SPD-kan () (Rp

RINGKASAN 5P2D

SP2D Peruntukan GU

SP20 Peruntukan TU

SP2D Peruntukan LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan

SP2D Peruntukan LS Pengadaan Barang dan Jasa

SP2D Peruntukan Honorarium

JumLad | am Rp

Slsa SPD yang telah diterbitkan, belum dibelanjakan | (li-llf} | Rp

Situbondo,

Bendahara Pengeluaran

SIRKA-SITUBONDO _tgl_celak_dok_ . Hal2/ 5



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG
(SPP-TU-NIHIL)

Nomor :

RINCIAN PENGGUNAAN DANA

No DPA

Nama Keglatan

Nama Sub Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

No. Kode Rekening Uraian Jumiah

TOTAL

Terbilang :

Situbondo.

Bendahara Pengsiuaran

SIRKA-SITUBONDO _tgl cetak_dok_ Hal3/ 5



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

(SPP-TU NIHIL)

SKPD

Kode SKPD

Nomor DPA

Tanggal

Program

Keglatan
Tabun

——

20XX

Nomor :

Atas SPJ Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini Pengguna Anggaran _nama_skpd_ pada Pemerintah Kabupaten Situbondo, menyatakan
bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran kepada yang
berhak menerima, dengan perincian sebagai berikut :

No BKU/ | Sub Kegiatan/ Uraian/ No. Pajak Dipungut
Kode Nama Rekening Penerima Tanggal K wlta.n si Jumlah Jumlah Total
Rek. PPn PPh
SIRKA-SITUBONDO _tgl_cetak_dok Hal4/ 5




No BKU/ | Sub Kegiatan/ Uralan/ N Pajak Dipungut
Kode Nama Rekening Penerima | Tanggal Km;;‘ o Jumlah Jumiah Total
Rok. " PPn PPh
TOTAL

Terbifang :

Bukti-bukti belanja tersebut diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada _nama_skpd_ Pemerintah Kabupaten
Situbondo untuk kelengkapan Administrasi dan Keperluan Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional.

Situbondo,
Pengguna Anggaran

SIRKA-SITUBONDO _tal_cetak_dok_ Hal5/ 5



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN

(SPP-UP)
Nomor :
SURAT PENGANTAR
Kepada Yth.
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
_hama_skpd_
Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Nomor XXX Tahun XXXX tentang Penjabaran APBD, bersama ini kami mengaj‘ukan
Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan sebagal berikut :

a. Urusan Pemerintahan
b. SKPD .
¢. Tahun Anggaran T XXX

d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor P

e. Jumiah Sisa Dana SPD : Rp. -
Terbilang : -
f. Nama Bendahara Pengeluaran : _nama_bendahara_pengeluaran_
g. Jumlah Pembayaran Yang Diminta I Rp.  XXxxx
Terbllang :
_h. Nama Bank : Bank Pembangunan Daerah Jatim
No Rekening Bank 1 xxxxx A/N Bendahara Pengeluaran SKPD
Situbondo,
Bendahara Pengeluaran
SIRKA-SITUBONDO _tanggal_cetak_dok_ Hal 1/4




PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
_hama_satuan_kerja_perangkat_daerah_
SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-UP
Nomor :

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) yang kami ajukan sebesar :
Rp xxxxx

Terbilang :

Untuk keperluan SKPD _narma_skpd_ Tahun Anggaran XXXX, dengan ini menyatakan dengan sebenamya
bahwa :

1. Jumiah Uang Persediaan (UP) tersebut diatas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan
kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.

2. Jumlah Uang Persediaan (UP) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut
ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan Pembayaran Langsung (LS).

Demikian Surat Pemyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPP-UP SKPD kami.

Situbondo,

Pengguna Anggaran

SIRKA-SITUBONDO " _tgl cetak_dok_ Hal 2 /4
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PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN
(SPP-UP)

Nomor :

RINGKASAN

Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor XXX Tahun XXXX Tanggal xxxxxxx tentang Penetapan Jumlah Uanyg Persediaan untuk
SKPD _nams_skpd_ sejumiah :

Rp 200X .
Terbilang :
Situbondo,
Bendahara Pengeluaran
SIRKA-SITUBONDO _tgl_cetak_dok_ Hal 3/4
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PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN
(SPP-UP)

Nomor :

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No. Kode Reksaning Uralan ' Jumlah
1. 1110301 Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank OOOOOCKX
TOTAL 200000000
Terbilang :
Situbondo,

Bendahara Pengeluaran

SIRKA-STTUBONDO " tgl_colak_dok_ Rala/a



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
TANDA BUKTI PEMBAYARAN
nama_satuan_kerja_perangkat_daerah

_dari Nama
Alamat
Sebagai Pembayaran

Bendahara Penerimaan nama_skpd Telah menerima uang sebesar Rp. xoot.xxx { dengan_huruf)

nama_penyelor/wajib_pajak
alamat_penyetoriwajib_pajak
uraian/keterangan_pembayaran

No Bukti . no_urut/kode_skpd/STBF/bulan/ftahun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

rekening_pendapatan | nama_rekening_pendapatan ' AL IO
Tanggal diterima hari-bulan-tahun

Mengetahui,
Bendahara Penerimaan Pembayar / Penyator
nama_bendahara_penerimaan name_pembayar/penyetor
SIRKA-SITUBONDO Hal 1/ 1




PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
SURAT TANDA SETORAN (STS)
nama_satuan_kerja_perangkat_daerah

STS

Harap Terima Uang Sebesar
{ dengan horuf )

: no_urut/kode_skpd/STS/bulanftahun Bank : Bank Pembangunan Daerah

No. Rekening : 0291000011

3002004, XX
dengan_huruf

Dengan rinctan penerimaan sebagai

No Kode Rekening Uraian Rincian Obyek Jumlah (Rp)
1 rekening_pendapatan | nama_rekening_pendapalan 300,300, XK
Jumiah 30000, 300

Uang tersebut diterima pada

Mengetahui

hari-bufan-tahun

Bendahara Penerimaan

pejabat_keuangan nama_bendahara_penerimaan

SIRKA-SITUBONDO

Hal1/ 2




PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
nama_satuan_kerja_perangkat_daecrah

LAMPIRAN

SURAT TANDA SETORAN

No. STS : no_urutkode_skpd/STS/bulan/tahun

Barikut rincian untuk penyetoran dengan No STS ; .no_urut/kode_skpd/STS/bulan/tahun

ftahun

Jumiah i Rp.  000x000xx
Terbilang dengan_huruf
Untuk Keperluan uraian/keferangan_pendapatan_secara_singkat dan_informatif
Rekening rek_pendapatan nama_rekenening_pendapatan
No Nama Wajib Pajak NPWP Alamat Besarnya Ket. (No. STBP)
1 nama_penyefor alamat_penyelor 0oIxXX | no_uratkode_skpd/STBP/bular]
Jumish Retribusi Pemakalan Kekayaan Daerah X I00K,XK

SITUBONDO, dd-mm-yyyy
Bendahara Penerimaan

nama_bendahara_penerimaan

SIRKA-SITUBONDO

Hal2/ 2



KOP SURAT SKPD

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
NAMA
NIP

Bertindak sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di
NAMA _SKPD , mecnyatakan bahwa kelengkapan pengajuan perintah
mecmbayar ( UP/GU/TU/LS }* Nomor: {nomor_spm_yang diajukan)sebcsar
Rp. xxxxx {terbilangjtelah diverifikasi oleh (Pejabat Penatausahaan Keuangan
Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Kuasa
Pengguna Anggaran)* dan dinyatakan lengkap dan sah sesuai dengan
pcraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk sclanjutnya, dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
dan kelengkapannya yang menyertai SPM ini akan kami simpan/arsip
scsuat ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan
keperluan  pemeriksaan aparat pengawas internal  pemerintah  di
NAMA SKPD

Situbondo, tanggal _permyataan_dibuat
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran*

Nama Terang
NIP

BUPATI SITUBONDO,

C ==>

DADANG WIGIARTO




